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BAB I 

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

       A.Pendahuluan
1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 32 ayat 1 yang bunyinya “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. 

Di Indonesia sendiri praktik penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus telah diselenggarakan oleh Lembagalembaga Sosial Masyarakat (LSM) maupun kelompok-kelompok keagamaan sejak 1901. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraan sosial dan hidupnya. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan tak terkecuali anak-anak yang segi fisik maupun mental nya kurang atau berbeda dari anak normal lainnya. Pemerintah telah bertindak menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi para anak berkebutuhan khusus (ABK). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 32 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dilanjutkan pada ayat 2, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau keterbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan / atau yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi. 

Dalam perwujudan dari pasal diatas pemerintah telah membentuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Akan tetapi SLB dianggap sebagai tembok pemisah antara anak-anak pada umumnya dan anak yang berkebutuhan khusus. Dalam mengatasi masalah ini perlu disediakan berbagai layanan pendidikan yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus, baik dari sarana dan prasarana, guru, serta lingkungan. 

Bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi memiliki peran memberi kesempatan mereka untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi merupakan sekolah yang dianggap tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Pratiwi dalam (Ilahi, 2013: 25), menjelaskan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah regular yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satu kesatuan yang sistemik. Sekolah inklusi juga memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat mengenyam pendidikan yang adil. Agar terciptanya keberlangsungan pendidikan inklusi perlu adanya faktor pendukung yang paling penting yaitu partisipasi dari semua komponen didalamnya meliputi kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, bahkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti ketersediaan petugas kesehatan dan lainnya. Kolaborasi antara sekolah dan komunitas juga menjadi kunci keberhasilan pendidikan inklusif (Amka, 2019). Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusi tidak berjalan lancar seperti yang di bayangkan. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi baik dari dalam maupun luar sekolah. Amka (dalam Ainscow dan Haile-Giorgis (1999), menjelaskan bahwa ketika orang mendorong langkah menuju praktik pendidikan yang lebih inklusif, mereka juga harus realistis dengan hambatan yang akan dihadapi. Tantangan dan hambatannya berasal dari siswa, guru, orang tua, masyarakat, sekolah, dll. 

Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Meskipun kebijakan terkait telah ada, realisasinya masih jauh dari optimal. Berbagai masalah seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, kebijakan yang belum merata, hingga lemahnya evaluasi dan monitoring perlu diatasi agar pendidikan inklusi dapat benar-benar terwujud secara efektif. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan inklusi, diperlukan aksi perubahan yang terencana dan terukur untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus

Pendidikan inklusi bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Namun, dalam praktiknya, sekolah di Ogan Ilir masih menghadapi berbagai kendala dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya guru yang terlatih dan sarana prasarana yang memadai, menjadi hambatan utama. Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap siswa dengan kebutuhan khusus masih kerap terjadi, ditambah dengan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan inklusi. Kebijakan yang ada pun belum merata di semua daerah, dan dukungan pendanaan masih terbatas. Untuk itu, perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah-masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini terutama terhadap  kurangnya keterampilan SDM terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus ,untuk itu  penulis melakukan suatu aksi perubahan yang berjudul peningkatan kuslitas  pendidikan inklusi melalui pemanfaatan kombel(komonitas belajar) kecamatan  jenjang sekolah dasar Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel 1.1 Data anak berkebutuhan khusus

	NO
	KECAMATAN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1
	Indralaya 
	17 orang
	ABK

	2
	Indralaya Selatan
	8 orang
	ABK

	3
	Indralaya utara
	7 Orang
	ABK

	4
	Kandis
	6 Orang
	ABK

	5
	Lubuk keliat
	2 Orang
	ABK

	6
	Muara kuang
	12 Orang
	ABK

	7
	Payaraman
	11 Orang
	ABK

	8
	Pemulutan
	9 Orang
	ABK

	9
	Pemulutan Selatan
	15 Orang
	ABK

	10
	Rambang Kuang
	1 Orang
	ABK

	11
	Rantau Panjang
	1 Ornag
	ABK

	12
	Sungai pinang
	9 orang
	ABK

	13
	Tanjung Raja
	8 Orang
	ABK

	Jumlah
	
	106 Orang
	ABK


Data : diolah penulis

Tabel 1.2. Kombel Satuan Pendidikan sekolah Dasar

	NO
	KECAMATAN
	JUMLAH KOMBEL
	KETERANGAN

	1
	Indralaya
	20 Kombel
	Aktif

	2
	Indralaya Utara
	22 Kombel
	Aktif

	3
	Indralaya Selatan
	15 kombel
	Aktif

	4
	Pemulutan
	27 kombel
	Aktif

	5
	Pemulutan Barat
	11 kombel
	Aktif

	6
	Pemulutan Selatan
	15 kombel
	Aktif

	7
	Tanjung Raja
	13 kombel
	Aktif

	8
	Rantau Alai
	13 kombel
	Aktif

	9
	Rantau Panjang
	16 kombel
	Aktif

	10
	Sungai Pinang
	15 kombel
	Aktif

	11
	Lubuk Keliat
	12 kombel
	Aktif

	12
	Muara Kuang
	14 kombel
	Aktif

	13
	Rambang kuang
	15 kombel
	Aktif

	14
	Payaraman
	11 kombel
	Aktif

	15
	Tanjung Batu
	23 Kombel
	Aktif

	16
	Kandis
	12 kombel
	Aktif


Data : diolah penulis

2 .Tujuan
Penyusunan aksi perubahan ini dalam rangka peningkatan kompetensi guru terhadap pembelajarajan anak yang berkebutuhan khusus ini mempunyai tiga tujuan yaitu tujuan jangka Panjang, jangka menegah dan jangka pendek sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Tujuan Jangka Pendek (0-2 bulan)

1. Meningkatkan Pemahaman Dasar tentang Pendidikan Inklusi:

Hal ini dapat dilakukan dengan jalan Memberikan pelatihan dasar kepada guru tentang konsep, prinsip, dan pentingnya pendidikan inklusi.

2. Membangun Kesadaran dan Sikap Positif:

Hai ini dapat dilakukan dengan jalan Mengadakan seminar dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran dan membangun sikap positif terhadap pendidikan inklusi di kalangan guru dan staf sekolah.

3. Menyediakan Sumber Daya dan Bahan Ajar:

Hal ini dapat dilakukan dengan jalan  Mengembangkan dan mendistribusikan bahan ajar dan alat bantu yang      mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi di kelas

Tujuan Jangka Menengah (1-6 bulan)

1. Meningkatkan Keterampilan Praktis Guru:

Hal ini dapat dilakukan dengan Menyelenggarakan pelatihan lanjutan yang fokus pada teknik pengajaran diferensiasi, strategi manajemen kelas inklusif, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan inklusi.

2. Memperkuat Kolaborasi dengan Orang Tua dan Komunitas:

Hal ini dapat dilakukan dengan Membangun mekanisme komunikasi dan kerjasama antara guru, orang tua, dan komunitas untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus.

3. Mengembangkan Evaluasi dan Penilaian Inklusif:

Hail ini dilakukan dengan cara Melatih guru dalam merancang dan menerapkan metode evaluasi dan penilaian yang adil dan inklusif.

Tujuan Jangka Panjang (6 bulan -1 Tahun)

1. Membangun Sistem Pendukung Berkelanjutan:

Hal ini dilakukan dengan cara Membentuk tim atau unit khusus di setiap sekolah yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi.

2. Meningkatkan Keselarasan Kurikulum dan Pedagogi:

Hal ini dilakukan dengan Menyelaraskan kurikulum sekolah dengan prinsip-prinsip inklusi dan mengembangkan pedagogi yang responsif terhadap kebutuhan semua siswa.

3. Mendorong Penelitian dan Inovasi:

Hal ini dapat di lakukan dengan cara bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan organisasi non-pemerintah untuk melakukan penelitian dan inovasi dalam praktik pendidikan inklusi.

4. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:

Hal ini dilakukan dengan cara Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas program inklusi dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan terus-menerus

3. Manfaat 

Manfaat dari aksi perubahan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusi melalui peningkatan kompetensi guru dapat dirasakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai berikut:

a.Jangka Pendek (2 bulan)

1.     Peningkatan Keterampilan Guru:    

· Guru akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola kelas inklusif.

· Peningkatan kemampuan dalam merancang dan menerapkan metode pembelajaran yang inklusif.

2.     Peningkatan Kepuasan Siswa:    

· Siswa dengan kebutuhan khusus akan merasakan perhatian yang lebih baik dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

· Siswa reguler juga akan merasakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan harmonis.

3.     Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman:    

· Peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan guru dan staf sekolah tentang pentingnya pendidikan inklusi.

· Komunitas sekolah mulai melihat manfaat dari pendidikan inklusi dan mendukung inisiatif ini.

b.  Jangka Menengah (2-6 bulan)
1.     Peningkatan Hasil Belajar Siswa:    

· Hasil belajar siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa reguler meningkat seiring dengan penerapan strategi pembelajaran inklusif yang efektif.

· Penurunan angka putus sekolah di kalangan siswa dengan kebutuhan khusus.

2.     Peningkatan Kolaborasi:    

· Terjalinnya kolaborasi yang lebih baik antara guru, orang tua, dan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusi.

· Guru akan lebih terbiasa bekerja sama dengan spesialis, seperti psikolog pendidikan dan terapis.

3.     Penguatan Kebijakan dan Praktik:    

· Kebijakan sekolah dan praktik pengajaran akan lebih mendukung pendidikan inklusi.

· Sekolah akan memiliki prosedur yang lebih baik untuk mengidentifikasi dan mendukung siswa dengan kebutuhan khusus.

c. Jangka Panjang (6 bulan -1 tahun)

1.     Pembentukan Budaya Inklusif:    

· Terbentuknya budaya sekolah yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang perbedaan.

· Penerimaan dan dukungan terhadap pendidikan inklusi akan menjadi bagian integral dari nilai-nilai sekolah dan komunitas.

2.     Peningkatan Kesetaraan Akses Pendidikan:    

· Kesetaraan akses pendidikan untuk semua siswa akan meningkat secara signifikan, memungkinkan setiap siswa mencapai potensi maksimal mereka.

· Pendidikan inklusi akan mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap siswa dengan kebutuhan khusus.

3.     Perubahan Sosial:    

· Membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.

· Generasi muda yang dididik dalam lingkungan inklusif akan lebih siap untuk hidup dalam masyarakat yang beragam dan menghargai perbedaan.

4.     Penguatan Kapasitas Institusi Pendidikan:    

· Institusi pendidikan akan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi.

· Pembentukan jaringan dan kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak yang mendukung pendidikan inklusi.

5. Ruang  Lingkup 
Ruang lingkup dari pelaksanaan aksi perubahan Peningkatan layanan pembelajaran anak berkebutuhan khusus melalui pemanfaatan kombel kecamatan jenjang Sekolah dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir melalui methode 5 W + 1 H.
Tabel 1.3 Analisa 5 w + 1 H

	Pertanyaaan
	Jawaban

	Unsur What (apa yang akan dilakukan)
	Melakukan aksi perubahan dengan judul peningkatan mutu penyelenggaran pendidikan inklusi jenjang Sekolah dasar kabupaten ogan ilir melalui peningkatan kompetisi guru

	Unsur Who (siapa yang akan melakukan)
	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

	Unsur When (kapan akan melakukan)
	Dilakukan dalam 3 tahap,yaitu jangka pendek (2bulan),jangka menegah (6 bulan samapai 1 tahun) dan jangka penjang diatas 1 tahun s.d. 2 tahun)

	Unsur Where (Dimana akan dilakukan)
	Pada  Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir

	Unsur Why ( mengapa dilakukan)
	Karena pada saat ini masi kurangnya pengetahuan guru untuk mengajar anak berkebutuhan khusus.

	Unsur How (Bagaiamana melakukan)
	 Melakukan kegiatan pelatihan guru dengan out put Guru memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan prinsip pendidikan inklusi. 


Sumber ; diolah oleh penulis

B.Analisis Masalah
1. Profil Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas pokok membantu Buapti Ogan Ilir dalam melaksanaakan urusan Pemerintahan yanag menjadi kewenangan di bidang Pendidikan. OPD ini di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.denagan visi dan misi sebagai berikut:

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir 

Ogan ilir bangkit menuju Masyarakat lebih Sejahtera dan berkualitas berlandaskan iman, taqwa, moral dan etika.

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir :

1. Membangkitkan tata Kelola pemerintahan yang professional dan pelayanan Masyarakat secara inofatif, kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab

2. Membangkitkan kualitas pendidikan dan Kesehatan yang merata guna mewujudkan SDM yang berprestasi dan terdepan

3. Membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen Masyarakat dan membangkitkan gairah investasi

4. Membangkitkan Pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok pedesaan guna pemenuhan kebutuhan Masyarakat 

5. Membangkitkan gairah politik, demokrasi, ketentraman, ketertiban msyarakat, beriman dan bertaqwa serta menjunjung hukum dan HAM sebagai Masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beretika dalam suasana aman dan nyaman.

Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas sebagai berikut :

1. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan prestasi sekolah dasar;

2. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, elembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

3. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;

4. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;

5. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan prestasi sekolah dasar;

6. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;

7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

8. pelaporan di bidang kurikulum, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan prestasi sekolah dasar; dan

9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan dan kebudyaan Kabuapaten Ogan Ilir beralamat di komplek perkantoran tanjung senai Ogan Ilir. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 16 (enam belas Pejabat Struktural  dan funngsional yang terdiri dari ;

1. Eselon II sebanyak 1 orang;
2. Eselon IIIa. sebanyak 1 orang;
3. Eselon III.b sebanyak 5 orang
4. Eselon IV sebanyak 10 orang.
5. Pegawai fungsional sebanyak 4 Orang
Sampai dengan bulan Juli tahun 2024, pegawai  Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir berjumlah  orang yang terdiri dari :

1. laki-laki berjumlah   22  orang;
2. perempuan berjumlah   8   orang.
Dengan kompisisi berdasarkan Pendidikan terdiri dari;

1. berpendidikan S2 berjumlah 14 orang;
2. berpendidikan S1 berjumlah  12   orang;
3. berpendidikan D3 berjumlah   0   orang;
4. berpendidikan SLTA/ sederajat berjumlah    orang

Berdasarkan golongan terdiri dari:

1. golongan III berjumlah  20   orang;
2. golongan IV berjumlah    8  orang.
3. Golongan II berjumlah 1 orang
Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir  Nomor 20 tahun 2022 2016 tentang  Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, bahwa Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi : 

a. Subbagian  Kepegawaian dan perbantuan ; 

b. Subbagian Keuangan dan aset;   

3. Bidang Pembinaan Pembinaan PAUD dan PNFmembawahi: 

a. Seksi  Paud; 

b. Seksi PNF; 

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar , membawahi: 

a. Seksi Pesrta Didik dan Prestasi Sekolah Dasar; 

b. Seksi Kurikulum Sekolah dasar

5. Bidang Pembinaaan Sekolah menengah Pertama  Kepangkatan : 

a. Seksi Pesrta Didik dan Prestasi Sekolah Menengah Pertama; 

b. Seksi Kurikulum Sekolah Menegah Pertama .

6. Bidang Guru dan tenaga Kependidikan; 

a. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan  Sekolah Dasar; 

b. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan  Sekolah Menegah Pertama 

Struktur Organisasi 

[image: image22.png]



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

2. Analisis Masalah Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
Banyak terdapat permasalahan di lapangan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten aogan ilir, namun dari keseluruhan permasalahan tersebut, maka di ambil beberapa permasalahan berdasarkan asumsi awal yang di percaya memiliki dampak yang lebih tinggi di banding permasalahan lain agar tidak meluas dan multitafsir. Asumsi ini kemudian akan dipecah dan dianalisa lebih dalam melalui tools analisis APKL untuk menganalisis ketepatan dan menetapkan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kekhalayakan dan layak dari isu-isu yang ditemukan di lingkungan unit kerja. Setelah diperoleh analisis APKL, maka isu yang dipilih akan divalidasi melalui analisis USG untuk menentukan isu prioritas utama yang selanjutnya akan diidentifikasi akar permasalahannya melalui diagram fishbone.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan maka permasalah terkait pendidikan inklusi di lapangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya  

   - Guru yang Terlatih :

      Keterbatasan jumlah guru yang memiliki kualifikasi dan pelatihan khusus   

      dalam   pendidikan inklusi.

  - Sarana dan Prasarana : Fasilitas sekolah yang belum mendukung 
     kebutuhan siswa dengan berbagai jenis disabilitas.

2.  Kesadaran dan Pemahaman yang Rendah 

  -  Stigma dan Diskriminasi : Masih adanya stigma negatif dan diskriminasi terhadap siswa dengan kebutuhan khusus di kalangan guru, siswa lain, dan masyarakat.

       -  Kurangnya Sosialisasi : Program sosialisasi tentang pentingnya 
          pendidikan inklusi yang belum maksimal.

3.  Kebijakan dan Regulasi 

  -  Implementasi Kebijakan : Implementasi kebijakan pendidikan inklusi yang belum 

     merata di semua daerah.

  -  Pendanaan : Keterbatasan anggaran khusus untuk mendukung program 
     pendidikan inklusi.

4.  Evaluasi dan Monitoring 

  -  Pengawasan yang Lemah : Kurangnya pengawasan dan evaluasi berkala  

     terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah.

  -  Data dan Informasi : Kurangnya data yang akurat mengenai jumlah dan 
     kondisi siswa dengan kebutuhan khusus.

5.  Kolaborasi dan Koordinasi 

  -  Kerjasama Antar Instansi : Kurangnya koordinasi antara dinas pendidikan 
     dengan dinas kesehatan, dinas sosial, dan lembaga lainnya yang 
     berhubungan dengan pendidikan inklusi.

  - Partisipasi Orang Tua : Rendahnya partisipasi orang tua dalam 
    mendukung pendidikan inklusi bagi anak mereka.

6. Kurikulum dan Metode Pembelajaran 

  - Adaptasi Kurikulum : Kurikulum yang belum sepenuhnya inklusif dan 
     adaptif terhadap kebutuhan siswa dengan disabilitas.

  -  Metode Pengajaran : Metode pengajaran yang belum fleksibel dan belum 

     memanfaatkan teknologi yang mendukung pendidikan inklusi.

Berdasarkan kondisi saat ini yang ada maka diperoleh identifkasi permasalahan terkait penyelenggaraan pendidikan Inklusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut:

1. kekurangan SDM guru yang memiliki pengetahuan  khusus dalam menangani siswa berkebutuhan khusus

2. belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusi

3. belum adanya kesadaran dan pemahaman   dan diskriminasi  terhadap siswa berkebutuhan khusus .

4. kurangnya sosisalisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendidikan inklusi kepada Masyarakat

5. Belum meratanya kebijakan implementasi terkait pendidikan inklusi di daerah

6. Kurangnya pengawasan dan evaluasi

7. Kurangnya Kolaborasi dan Koordinasi

Kerjasama Antar Instansi dinas pendidikan dengan dinas kesehatan, dinas sosial, dan lembaga terkait lainnya. Partisipasi orang tua dalam pendidikan inklusi

8. belum sepenuhnya Kurikulum dan Metode Pembelajaran Adaptasi terhadap anak berkebutuhan khusus 

 Kondisi yang di harapkan

Tabel 2.1. Kondisi yang di harapkan
	No
	KONDISI SAAT INI
	KONDISI YANG DIHARAPKAN

	1
	Kurangnya SDM guru khusus inklusi


	 Tersedia program pelatihan guru inklusi yang komprehensif dan dengan akses yang luas serta dukungan dana yang memadai.



	2
	Belum adanya Alokasi dana yang mencukupi,.


	Anggaran yang memadai dan seimbang, dengan prioritas tinggi untuk pendidikan inklusi,

	3
	Rendahnya kesadaran masyarakat, stigma dan diskriminasi, serta minimnya dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar.
	Masyarakat yang lebih sadar dan mendukung pendidikan inklusi, dengan kampanye edukasi yang efektif dan penghapusan stigma serta diskriminasi terhadap siswa dengan kebutuhan khusus.

	4
	Kebijakan yang tidak konsisten dan kurang terkoordinasi antara pusat dan daerah.
	Kebijakan nasional yang konsisten, terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah, serta implementasi yang efektif di semua tingkatan pemerintahan.



	5
	Kurangnya infrastruktur dan sistem monitoring untuk evaluasi pendidikan inklusi.


	Sistem evaluasi yang memadai dengan infrastruktur yang baik, monitoring yang efektif, dan data yang akurat untuk menilai dan meningkatkan implementasi pendidikan inklusi.



	6
	Minimnya koordinasi antara Dinas kesehatan dan lembaga terkait, serta kurangnya kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.
	Kerjasama yang baik dan koordinasi yang efektif antara dinas , lembaga terkait, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung pendidikan inklusi.

	7
	Kurikulum yang tidak adaptif dan kurang fleksibel untuk kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus.


	Kurikulum yang adaptif dan fleksibel, mampu memenuhi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus, serta dilengkapi dengan panduan pengajaran inklusi dalam pelatihan guru.

	8.
	Metode pengajaran yang belum mendukung keberhasilan siswa dengan kebutuhan khusus.


	Metode pengajaran yang inklusif, mendukung keberhasilan semua siswa, dengan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk gur




Diolah : oleh penulis
b. ANALISIS TAPISAN ISU

Berdasarkan isu aktual yang telah di identifikasi, selanjutnya dilakukan proses validasi pemilihan isu dengan analisis kriteria Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan (APKL). Teknik APKL yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 (empat) faktor, yaitu:
a. Aktual (A), yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang;
b. Problematik (P), yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya;
c. Kekhalayakan (K), yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang;
d. Layak (L), yaitu isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas, serta relevan untuk dicarikan solusinya.

Tabel 2.2. Parameter APKL

	No
	INDIKATOR
	KETERANGAN

	1
	Aktual (A)
	Isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat.

	2
	Problematik (P)
	Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya

	3
	Kekhalayakan (K)
	Isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak

	4
	Layak (L)
	Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya


Beberapa isu yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir terkait penyelenggaran pendidikan inklusi, yang akan ditentukan kelayakannya menggunakan metode APKL, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :
Tabel 2.3. Penetapan Isu dengan Metode APKL
	NO.
	MASALAH
	KRITERIA
	KETERANGAN

	
	
	A
	P
	K
	L
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Kurangnya SDM  guru khusus inklusi, 


	√
	√
	√
	√
	Memenuhi Syarat

	2
	Alokasi dana yang tidak mencukupi,.


	√
	√
	-
	√
	 Memenuhi Syarat

	3
	Rendahnya kesadaran masyarakat, stigma dan diskriminasi, serta minimnya dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar.
	√
	√
	√
	√
	Tiidak Memenuhi Syarat

	4
	Kebijakan yang tidak konsisten dan kurang terkoordinasi antara pusat dan daerah.
	√
	√
	√
	√
	Memenuhi Syarat

	5
	Kurangnya infrastruktur dan sistem monitoring untuk evaluasi pendidikan inklusi.


	√
	√
	√
	√
	Memenuhi Syarat

	6
	Minimnya koordinasi antara Dinas kesehatan dan lembaga terkait, serta kurangnya kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.
	√
	√
	√
	√
	Memenuhi Syarat

	7.
	Kurikulum yang tidak adaptif dan kurang fleksibel untuk kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus.


	√
	√
	√
	√
	Mnuhi Syarateme

	8.
	Metode pengajaran yang belum mendukung keberhasilan siswa dengan kebutuhan khusus.


	√
	√
	√
	√
	Mnuhi Syarateme


Berdasarkan Analisis APKL di atas maka diperoleh 7 isu yang layak dan memenuhi syarat karena telah memenuhi seluruh faktor APKL. Sedangkan untuk isu yang tidak memenuhi syarat yaitu, “Rendahnya kesadaran masyarakat, stigma dan diskriminasi, serta minimnya dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar tidak masuk pada Faktor Kekhalayakan karena kesadaran masyarakt tidak terlalu berpengaruh pada penyelenggaraan Pendidikan inklusi.

Selanjutnya, untuk menentukan prioritas masalah, maka digunakan Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) sehingga dapat diputuskan isu mana yang memiliki skala prioritas paling tinggi untuk segera diselesaikan. 

Adapun kriteria USG dijelaskan sebagai berikut: 
1. Urgency: Berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu;
2. Seriousness: Mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, bisa menimbulkan masalah baru; dan 
3. Growth: Berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan.
Tabel 2.4 Teknik USG
	No
	ISU
	Kriteria
	Prioritas
	RANKING

	
	
	U
	S
	G
	
	

	1
	Kurangnya keterampilan guru terhadap pendidikan anak inklusi,
	5
	5
	5
	15
	1

	2
	Alokasi dana yang tidak mencukupi.

	4
	3
	4
	11
	V

	3
	Rendahnya kesadaran masyarakat, stigma dan diskriminasi, serta minimnya dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar.
	3
	3
	3
	9
	VI

	4
	Kebijakan yang tidak konsisten dan kurang terkoordinasi antara pusat dan daerah.
	2
	2
	3
	7
	VIII

	5
	Kurangnya infrastruktur dan sistem monitoring untuk evaluasi pendidikan inklusi.


	4
	4
	5
	13
	II

	6.
	Minimnya koordinasi antara Dinas kesehatan dan lembaga terkait, serta kurangnya kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.
	2
	2
	3
	7
	VII

	7.
	Kurikulum yang tidak adaptif dan kurang fleksibel untuk kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus.


	4
	4
	4
	12
	III

	8.
	Metode pengajaran yang belum mendukung keberhasilan siswa dengan kebutuhan khusus.


	4
	4
	4
	12
	IV


Diolah oleh penulis

Keterangan: 
U= Urgency; S=Seriousness; G= Growth. 

Interval penentuan prioritas: 
Urgency (U)
Seriousness (S)
Growth (G)

5 = Sangat Mendesak
5 = Sangat Gawat
5 = Sangat Berdampak

4 = Mendesak
4 = Gawat
4 = Berdampak

3 = Cukup Mendesak
3 = Cukup Gawat
3 = Cukup Berdampak

2 = Tidak Mendesak
2 = Tidak Gawat
2 = Tidak Berdampak

1 = Sangat Tidak Mendesak
1 = Sangat Tidak Gawat
1 = Sangat Tidak Berdampak

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik USG, diperoleh isu paling prioritas yaitu “Kurangnya pengetahuan terkait pendidikan inklusi”. Isu ini menjadi lebih prioritas dibandingkan isu lainnya yaitu Alokasi dana yang tidak mencukupi. Rendahnya kesadaran masyarakat, stigma dan diskriminasi, serta minimnya dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Kebijakan yang tidak konsisten dan kurang terkoordinasi antara pusat dan daerah. Kurangnya infrastruktur dan sistem monitoring untuk evaluasi pendidikan inklusi. Minimnya koordinasi antara Dinas kesehatan dan lembaga terkait, serta kurangnya kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Kurikulum yang tidak adaptif dan kurang fleksibel untuk kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Metode pengajaran yang belum mendukung keberhasilan siswa dengan kebutuhan khusus.

c. FAKTOR PENYEBAB MASALAH /ANALISIS AKAR MASALAH

Dari hasil analisis tapisan isu tersebut di atas, terhadap isu prioritas yaitu “Kurangnya keterampilan guru terhadap pembelajaran anak inlusi di sebakan oleh Kurangnya keterampilan guru dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Khusus: Banyak guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang bagaimana mengajar anak berkebutuhan khusus. Program pendidikan guru sering kali tidak mencakup modul yang cukup tentang pendidikan inklusif.

2. Minimnya Sumber Daya dan Dukungan: Sekolah sering kali kekurangan sumber daya seperti materi pembelajaran khusus, alat bantu, dan dukungan dari tenaga ahli seperti psikolog atau terapis.

3. Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman: Guru mungkin kurang memahami karakteristik dan kebutuhan spesifik dari berbagai jenis ketidakmampuan, yang menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif.

4. Beban Kerja yang Tinggi: Beban kerja guru yang tinggi dan tekanan untuk memenuhi kurikulum reguler dapat mengurangi waktu dan energi yang dapat mereka alokasikan untuk mempelajari dan mengimplementasikan metode pembelajaran inklusif.

5. Kebijakan dan Dukungan Sistem yang Kurang: Kebijakan pendidikan yang tidak mendukung atau kurangnya panduan yang jelas dari pihak sekolah atau pemerintah tentang pendidikan inklusif dapat menjadi hambatan.

6. Sikap dan Persepsi Negatif: Sikap dan persepsi negatif terhadap anak berkebutuhan khusus, baik dari guru, orang tua, maupun masyarakat luas, dapat mempengaruhi motivasi dan upaya guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang ini.

Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan guru dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus dapat dikaitkan dengan kerangka 4M: Man, Method, Material, dan Money:

1. Man (Sumber Daya Manusia)

· Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Khusus:

· Program pendidikan guru tidak mencakup modul inklusif

· Pelatihan tidak memadai tentang pendidikan inklusif

· Solusi: Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan melibatkan ahli dalam pendidikan inklusif.

· Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman:

· Kurang memahami karakteristik kebutuhan khusus

· Kesulitan mengembangkan strategi pembelajaran efektif

· Solusi: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru melalui workshop dan kursus khusus.

2. Method (Metode)

· Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Khusus:

· Pelatihan tidak memadai tentang pendidikan inklusif

· Solusi: Mengembangkan program pelatihan yang mencakup metode pengajaran untuk anak berkebutuhan khusus.

· Minimnya Sumber Daya dan Dukungan:

· Kurangnya alat bantu dan dukungan ahli

· Solusi: Menggunakan metode pengajaran yang inovatif dan kolaboratif dengan dukungan dari tenaga ahli.

3. Material (Materi dan Sumber Daya)

· Minimnya Sumber Daya dan Dukungan:

· Kekurangan materi pembelajaran khusus

· Kurangnya alat bantu dan dukungan ahli

· Solusi: Menyediakan bahan ajar yang sesuai dan alat bantu yang diperlukan untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

· Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman:

· Kesulitan mengembangkan strategi pembelajaran efektif

· Solusi: Mengembangkan dan menyebarkan materi pembelajaran yang efektif dan mudah diakses oleh guru.

4. Money (Sumber Daya Keuangan)

· Beban Kerja yang Tinggi:

· Tekanan memenuhi kurikulum reguler
· Waktu dan energi terbatas untuk metode inklusif
· Solusi: Memberikan insentif finansial dan mengalokasikan waktu khusus untuk pelatihan dan implementasi metode inklusif.

· Kebijakan dan Dukungan Sistem yang Kurang:

· Kebijakan pendidikan tidak mendukung

· Kurangnya panduan dari sekolah/pemerintah

· Solusi: Meningkatkan pendanaan untuk program inklusif dan membuat kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif.

· Sikap dan Persepsi Negatif:

· Sikap negatif dari guru dan orang tua

· Persepsi negatif dari masyarakat

· Solusi: Mengadakan kampanye kesadaran dan program pelatihan untuk mengubah sikap dan persepsi negatif.

untuk mengetahui akar masalah terkait kurangnya keterampilan guru terhadap pembelajaran inklusi dengan menggunakan diagram fishbone sebagaimana di bawah ini:
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Gambar 1.2 Diagram Fishbone

Berdasarkan hasil analisis dengan diagram fishbone tersebut di atas menunjukan bahwa akar permasalahan dari Kurangnya keterampilan guru terhadap pendidikan inklusi  inklusi” seterusnya  di analisis lebih dapat diakibatkan oleh 5 (lima) faktor yaitu; MAN, MATERIAL, METHOD,  dan MECHIN. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan ini, diharapkan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ogan Ilir dapat mengambil langkah- langkah strategis untuk mengatasi isu terkait Kurangnya SDM  guru khusus inklusi” dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan inklusi..

C.Dampak masalah

Dampak dari masalah terkait kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pendidikan inklusi dapat dirasakan dalam berbagai jangka waktu:

a. Jangka Pendek

1. Kualitas Pengajaran Rendah: Guru yang kurang terlatih dalam pendidikan inklusi mungkin tidak mampu memberikan perhatian dan dukungan yang tepat bagi siswa dengan kebutuhan khusus, sehingga kualitas pengajaran menurun.

2. Ketidaknyamanan Siswa: Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin merasa kurang dipahami dan didukung, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan penurunan motivasi belajar.

3. Kesulitan Adaptasi: Guru dan staf sekolah mungkin mengalami kesulitan dalam mengadaptasi metode pengajaran dan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, yang dapat menghambat proses belajar-mengajar.

b. Jangka Menengah

1. Kesenjangan Prestasi Akademik: Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin mengalami kesenjangan prestasi akademik dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lain, akibat kurangnya dukungan dan strategi pengajaran yang sesuai.

2. Peningkatan Beban Guru: Guru yang tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam pendidikan inklusi mungkin merasa terbebani oleh tugas tambahan untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan berbagai kemampuan.

3. Kurangnya Partisipasi Orang Tua: Kurangnya SDM yang kompeten dalam pendidikan inklusi dapat menyebabkan orang tua siswa dengan kebutuhan khusus merasa tidak didukung dan enggan untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak mereka.

c. Jangka Panjang

1. Ketidaksetaraan Pendidikan: Kurangnya SDM yang kompeten dalam pendidikan inklusi dapat memperkuat ketidaksetaraan pendidikan, di mana siswa dengan kebutuhan khusus tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka.

2. Peningkatan Angka Putus Sekolah: Siswa dengan kebutuhan khusus yang tidak merasa didukung mungkin lebih rentan untuk putus sekolah, yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi: Ketidaksetaraan dalam pendidikan inklusi dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan sosial dan ekonomi siswa dengan kebutuhan khusus, mengurangi peluang mereka untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan dunia kerja.

4. Stigma dan Diskriminasi: Kurangnya pendidikan inklusi yang efektif dapat memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap individu dengan kebutuhan khusus, yang dapat menghambat integrasi sosial mereka

          C. Strategi Penyelesaian Masalah
       1.Terobosan Inovasi  

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya keterempilan guru pendidikan inklusi di Ogan Ilir, diperlukan terobosan inovatif yang dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan organisasi adalah melalui Kolaborasi dan Komunitas Praktik

· Komunitas Belajar Profesional: Membentuk komunitas belajar profesional di mana guru dapat berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya tentang pendidikan inklusi. Komunitas ini dapat difasilitasi melalui grup media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform kolaboratif lainnya.

· Mentorship dan Coaching: Menyediakan program mentorship di mana guru yang lebih berpengalaman dalam pendidikan inklusi dapat membimbing rekan-rekan mereka. Mentor dapat memberikan saran praktis, dukungan emosional, dan bimbingan langsung di kelas.

2.. Milistone kegiatan
Milestone atau tolak ukur waktu yang menggambarkan rincian kegiatan dalam pembuatan aksi perubahan digunakan untuk memberi tanda jadwal waktu mulai atau selesai suatu kejadian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategi.

Milestone dalam hal ini berbeda dengan jadwal karena milestone tidak terbatas hanya membuat rencana waktu kerja, tetapi ada target yang perlu diselesaikan. Artinya, milestone mengandung manajemen sumberdaya yang diperlukan. Milestone merupakan landasan untuk mengidentifikasi segmen kerja utama dan tanggal akhir sehingga dapat digunakan sebagai titik pengendalian alami dan penting dalam aksi.

A. Milestone 
Table 3.1. milistone
	NNN
	TAHAPAN UTAMA (MILESTONE)
	KEGIATAN
	OUTPUT
	JADWAL KEGIATAN
	OUTPUT


             JANGKA PENDEK (2 BULAN)

	I
	Terbangunya komitmen dengan mentor
	1.Melaksanakan konsultasi dengan mentor
	a.Pernyataan dukungan

b.dokumentasi

c. Komitmen dari mentor menjalankan program pendidikan inklusi.
	Juli 2024
	Dokumentasi Kegiatan, Pernyataan Dukungan Keepala Dinas

	II
	Pembentukan Tim efektif
	Melaksanakan rapat tim
	Terbentuknya tim efektif
	Agsutus 2024
	Dokumentasi kegiatan dan SK Tim efektif

	II
	Terbangunya dukungan stakeholder
	 dukungan dari stakeholders
	Dokumentasi
	Minggu ke-2

Agustus 2024
	Video dukungan

	III
	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
	Melakukan survei dan analisis untuk menentukan kebutuhan pelatihan guru tentang pendidikan inklusi.
	Dokumentasi pelaksanaan pelaksanaan survei
	Minggu ke-3Agustusr2024, Minggu ke-4 Agustus 2024
	Dokumentasi kegiatan survei

	IV
	Pembentukan tim Pengembangan Modul Pelatihan
	Menyusun dan mengembangkan materi serta modul pelatihan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan gur
	Modul pelatihan yang lengkap dan sesuai kebutuhan.
	Minggu ke-2 September 2024,
	Undangan 
Daftar Hadir Dokumentasi Kegiatan

	VI
	Sosialisasi Program Pelatihan
	Mengadakan sosialisasi untuk memperkenalkan program pelatihan kepada guru dan pemangku kepentingan terkait.
	Peningkatan pemahaman dan partisipasi dari guru dan pemangku kepentingan.
	Minggu ke-3

September 2024
	Dokumentasi kegiatan

	VII
	Sosialisasi
	Melaksanakan sosialisasi  tentang konsep dan prinsip pendidikan inklusi bagi semua guru.
	Guru memahami konsep dasar dan prinsip pendidikan inklusi.
	Minggu ke-4  September 2024
	Undangan

Daftar hadir



	JANGKA MENENGAH (6 Bulan s,d, 1 Tahun)



	

	IX
	7. Pelatihan Khusus untuk Guru Kelas
	Mengadakan pelatihan khusus untuk guru kelas yang menangani siswa dengan kebutuhan khusus.
	Guru kelas memiliki keterampilan khusus untuk menangani siswa dengan kebutuhan khusus.
	Minggu ke 3-4 Januari 2025 dan Mingg ke 1-2 Februari 2025
	

	JANGKA PANJANG  1 TAHUN KE ATAS


	XII
	8. Evaluasi dan Feedback
	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.
	Umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan pelatihan dan praktik inklusi
	Setiap 6 bulan 

Sekali
	

	
	
	
	
	
	

	
	12. Pengembangan Komunitas Praktik
	Membentuk komunitas praktik bagi guru untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam pendidikan inklusi.
	Terbentuknya komunitas guru yang aktif berbagi dan belajar bersama dalam pendidikan inklusi.
	Minggu ke 3-4 Januari 2025 dan Mingg ke 1-2 Februari 2025
	


Diolah oleh penulis
3.Sumber Daya
a. Identifikasi Stakeholder

Dalam konteks implementasi pendidikan inklusi, stakeholder internal dan eksternal memainkan peran penting dalam mendukung kesuksesan program. Secara internal, guru merupakan elemen utama yang terlibat dalam pelatihan dan penerapan konsep inklusi di lingkungan pembelajaran. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa. Kepala sekolah sebagai pengambil keputusan utama di sekolah memastikan bahwa sumber daya dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung inklusi tersedia dan diimplementasikan secara efektif.

Di sisi eksternal, orang tua siswa memiliki peran krusial dalam mendukung proses pendidikan inklusi di rumah dan mengintegrasikan pembelajaran dari sekolah ke kehidupan sehari-hari siswa. Komunitas lokal memberikan dukungan sosial yang penting serta keberlanjutan program inklusi dengan membangun dukungan masyarakat yang inklusif dan mendukung semua jenis kebutuhan siswa. Organisasi non-pemerintah turut berperan dalam menyediakan sumber daya tambahan, dukungan finansial, serta pelatihan tambahan bagi guru dan staf sekolah untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusi secara menyeluruh.

Melalui kolaborasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, diharapkan program pendidikan inklusi dapat berjalan efektif, memberikan lingkungan pembelajaran yang inklusif, dan menjamin kesuksesan pendidikan bagi semua siswa tanpa terkecuali.

b. Peta Stakeholder

     Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai stakeholder yang telah diidentifikasi:

     Internal Stakeholders:

1. Guru  : Merupakan peserta utama dalam pelatihan dan implementasi pendidikan inklusi. Mereka memiliki peran penting dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran inklusif di kelas dan berinteraksi langsung dengan siswa-siswa inklusi. Guru juga perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam merancang dan menyampaikan kurikulum yang inklusif.

2. Kepala Sekolah  : Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Kepala sekolah memiliki peran kunci dalam menyediakan dukungan administratif, alokasi sumber daya, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Mereka perlu memastikan kebijakan sekolah mendukung pendidikan inklusi dan memfasilitasi pelatihan serta pengembangan staf pengajar.

3. Dinas Pendidikan  : Merupakan entitas yang menyediakan pedoman kebijakan dan dukungan administratif bagi sekolah-sekolah di daerah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusi terintegrasi dalam sistem pendidikan formal, serta menyediakan sumber daya dan dukungan teknis bagi sekolah dalam mengimplementasikan pendekatan inklusif.

     External Stakeholders:

1. Orang Tua Siswa  : Memainkan peran penting dalam mendukung proses pendidikan inklusi di rumah. Mereka perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan diberikan pemahaman mengenai manfaat pendidikan inklusi bagi anak mereka. Kolaborasi dengan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan anak.

2. Komunitas Lokal  : Memberikan dukungan sosial dan keberlanjutan program pendidikan inklusi. Komunitas lokal dapat berkontribusi dalam menyediakan layanan dukungan tambahan, seperti fasilitas fisik yang ramah inklusi atau mengadakan acara sosial untuk mempromosikan inklusi dan menghilangkan stigma terhadap perbedaan.

3. Organisasi Non-Pemerintah  : Menyediakan sumber daya tambahan dan dukungan finansial untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pendidikan inklusi. Mereka dapat memberikan pelatihan tambahan bagi guru, menyediakan peralatan dan bahan ajar, serta mendukung penelitian dan pengembangan inovasi dalam pendidikan inklusi.

Setiap stakeholder memiliki peran unik dalam mendukung implementasi pendidikan inklusi yang sukses. Kolaborasi yang efektif antara semua pihak terlibat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya dukung bagi semua siswa.

Peta stakeholder
Table 3.2 peta stakholder
	Stakeholder
	Peran dan Keterlibatan

	Internal
	

	Guru
	Peserta pelatihan, implementasi kurikulum inklusi di kelas.

	Kepala Sekolah
	Pengambil keputusan, dukungan terhadap implementasi di tingkat sekolah.

	Dinas Pendidikan
	Menyediakan kebijakan, dukungan administratif, alokasi sumber daya.

	Eksternal


	

	Orang Tua Siswa
	Dukungan dalam mendorong partisipasi siswa dalam pendidikan inklusi.

	omunitas Lokal
	Dukungan sosial, advokasi, dan keberlanjutan program inklusi.

	Organisasi Non-Pemerintah
	Sumber daya tambahan, dukungan finansial, advokasi untuk inklusi.


Diolah oleh penulis

Strategi komunikasi

Untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan, tidak lepas dari peran para stakeholder, sehingga perlu menggunakan strategi yang tepat untuk bisa mempengaruhi agar memberikan dukungan terhadap proyek perubahan. 

Berikut pemetaan pengaruh dan kepentingan stakeholders sebagaimana yang tergambar dalam Tabel Kuadran Stakeholders di bawah ini :
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Gambar 1.3 Kuadran Stakeholders

Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran stakeholder:

a. Promotor

Merupakan stakeholder utama karena memiliki pengaruh yang tinggi serta memiliki kepentingan yang tinggi terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode konsultasi, penyampaian informasi / laporan secara langsung, penjelasan terkait manfaat proyek perubahan, koordinasi, diskusi, secara intens dan komprehensif

b. Defender

Merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode sosialisasi, rapat koordinasi, diskusi, memberikan informasi yang dapat mempengaruhi, agar bisa memberikan dukungan sepenuhnya. 

c. Latens

Merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi tetapi memiliki kepentingan kurang terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode informatif (penjelasan), koordinasi, serta komunikasi, sehingga proyek perubahan dapat diterima dan didukung tanpa ada pertentangan. Metode ini dilakukan kepada OPD terkait.

d. Apathetic

Merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh kurang/rendah dan memiliki kepentingan kurang/rendah juga terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok kuadran ini adalah menggunakan metode sosialisasi, pemberian informasi yang informatif dan persuatif, penjelasan sehingga kolompok stakeholder pada kuadran ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian terhadap proyek perubahan. Beberapa stakeholder yang dipengaruhi adalah Kepala Dinas, Kepala Sekolah, Guru, ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Strategi Komunikasi Stakeholder
	PROMOTOR

Strategi yang dilakukan terhadap kelompok Promotor adalah

menggunakan metode konsultasi, penyampaian informasi / laporan

secara langsung, penjelasan, koordinasi, diskusi, secara intens dan

komprehensif

	· Kepala Dinas
	Laporan langsung; penjelasan;

konsultasi; diskusi; melaporkan proses

pelaksanaan proyek perubahan secara

berkesinambungan

	DEFENDER

Strategi komunikasi yang digunakan untuk stakeholder kategori Defender

adalah berupa sosialisasi, rapat koordinasi, diskusi, memberikan

informasi yang dapat mempengaruhi, agar bisa memberikan dukungan

sepenuhnya

	· guru

· kepala Sekolah

· ASN Dinas Pendidikan dan kebudayaa kabupaten ogan Ilir

· Non ASN Dinas Pendidikan dan kebudayaa kabupaten Ogan Ilir
	Sosialisasi; rapat koordinasi; diskusi; pemberian informasi

	LATENS

Strategi komunikasi yang digunakan untuk stakeholder kategori Latens

adalah berupa metode informatif (penjelasan), koordinasi, serta

komunikasi, sehingga proyek perubahan dapat diterima dan didukung

tanpa ada pertentangan

	· Organisasi  non pemerintah
	metode informatif (penjelasan); koordinasi; serta komunikasi

	APATHETIC

Strategi komunikasi yang dibutuhkan oleh stakeholder kategori Apathetic

adalah berupa sosialisasi, pemberian informasi yang informatif dan

persuatif, penjelasan sehingga kolompok stakeholder pada kuadran ini

diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian terhadap proyek

perubahan

	· Masyarakat

· Orang Tua Siswa
	metode sosialisasi; pemberian informasi yang informatif dan persuatif; penjelasan secara detail dan menyeluruh; keterbukaan informasi


Strategi komunikasi stakeholder untuk proyek pendidikan inklusi harus dirancang secara hati-hati untuk memastikan semua pihak terlibat terinformasi dengan baik dan terlibat secara aktif. Pertama, komunikasi dengan guru-guru harus mengutamakan penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur mengenai tujuan, manfaat, dan tata cara implementasi pendidikan inklusi. Ini dapat dilakukan melalui rapat rutin, workshop, dan platform daring yang memungkinkan diskusi dan tanya jawab.

Kepala sekolah perlu dijadwalkan pertemuan reguler untuk mendiskusikan kemajuan dan tantangan dalam implementasi kurikulum inklusi, serta mendukung mereka dalam memimpin perubahan di tingkat sekolah. Komunikasi dengan Dinas Pendidikan harus fokus pada koordinasi kebijakan, alokasi sumber daya, dan evaluasi progres pendidikan inklusi secara sistematis.

Di sisi eksternal, komunikasi dengan orang tua siswa perlu dilakukan melalui pertemuan orang tua, surat kabar sekolah, dan platform media sosial untuk memastikan mereka terlibat aktif dalam mendukung pendidikan inklusi di rumah. Komunitas lokal dapat dijangkau melalui forum komunitas, kegiatan sosial, dan kolaborasi dengan lembaga lokal untuk membangun dukungan yang berkelanjutan terhadap program inklusi.

Organisasi non-pemerintah perlu diberi informasi secara rutin mengenai kemajuan program dan memanfaatkan mereka sebagai mitra dalam menggalang dukungan finansial dan sumber daya tambahan. Secara keseluruhan, strategi komunikasi yang terkoordinasi dengan baik akan memastikan semua stakeholder terlibat aktif, memperkuat dukungan terhadap pendidikan inklusi, dan mencapai tujuan proyek dengan efektif.

2. Pemanfaatan IT

Pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam konteks PENINGKATAN KOMPETENSI GURU ADALAH sebagai berikut proyek pendidikan inklusi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan efektivitas komunikasi serta pelaksanaan program. Berikut adalah beberapa strategi pemanfaatan IT yang dapat diterapkan:

 1. Melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) 

Platform Merdeka Mengajar (PMM) adalah sebuah inisiatif yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk mendukung guru dan tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Platform ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, inklusif, dan berpusat pada siswa. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai Platform Merdeka Mengajar:

Tujuan Platform Merdeka Mengajar
2. Pemanfaatan Media Sosial  : Memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter untuk memperluas jangkauan komunikasi dengan orang tua siswa dan komunitas lokal. Konten edukatif, informasi acara, dan hasil belajar dapat disebarkan secara efektif melalui media sosial untuk membangun kesadaran dan dukungan terhadap pendidikan inklusi.

1. Membangun Tim Efektif

struktur organisasi pelaksana dan tim efektif dalam melaksanakan proyek perubahan di bentuk tim kerja /tim efektif yang membantu pelaksanaan se tahapan kegiatan tiap kegiatan yang dibuat samapai dengan selesai. Pembentukan tim ini diperlukan agar pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan dengan efektif dan menciptakan ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah serta membangun kepercayaan, semangat dan komunikasi yang baik untuk meningkatkan produktifitas dan kreatifitas dalam penyelesaian masalah dan meningkatakan kualitas penyelesaia masalah.
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Gambar 1.4 Struktur Organisasi Tim Efektif Proyek Perubahan

Keterangan :

a. Mentor SAYADI, S.Sos., M.Si, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ogan Ilir

b. Project Leader yaitu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan ilir

c. Coach yaitu Dra. Ratna Hustati, M. Si, Widyaiswara dari BKPSDM Prop. Sumatera Selatan.

d. Tim Administrasi adalah tim yang dibentuk dari pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ogan Ilir Baik ASN maupun non ASN yang menangani tentang administrasi dalam proyek perubahan.

e. Tim Teknis adalah tim yang melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi guru terkait pendidikan inklusi.

f. Tim Monitoring adalah tim yang akan bertugas mengawal monitoring dan evaluasi kegiatan proyek perubahan

Deskripsi Uraian Tugas Tim Efektif

Dalam pelaksanaan proyek perubahan selama hampir 2 (dua) bulan, masing-masing tim melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menyelesaikan setiap tahapan yang sudah direncanakan, antara lain :

Mentor :

1. Memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan proyek perubahan

2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek perubahan agar bisa selesai tepat waktu sesuai dengan milestone.

Coach :

1. Memberikan pembimbingan, arahan dan petunjuk selama pelaksanaan proyek perubahan

2. Memberikan motivasi kepada project leader agar proyek perubahan bisa terlaksana dengan baik

Project Leader :

1. Memimpin setiap tahapan kegiatan bersama tim efektif selama pelaksanaan proyek perubahan

2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder baik internal maupun eksternal

3. Melakukan konsultasi dan pelaporan kepada Mentor selama pelaksanaan proyek perubahan.

4. Menjaga komitmen dengan tim efektif agar proyek perubahan bisa berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Tim Administrasi

1. Membuat undangan, notulen dan dokumentasi pada setiap tahapan kegiatan.

2. Mendampingi Project Leader pada kegiatan komunikasi dan koordinasi stakeholder.
Tim Teknis

1. Melakukan rapat persiapan sebelum menyusun dan membentuk produk proyek perubahan.

2. Melaksanakan proyek perubahan sebagai agent of change.

Tim Monitoring

1. Membantu project leader menyusun bahan monitoring dan evaluasi proyek perubahan untuk dilaksanakan pada tahap selanjutnya.

2. Monitoring pelaksanaan setiap tahapan yang sudah di rencanakan

3. Melakukan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan dan setelah proyek perubahan selesai

4. Manajemen Resiko

Manajemen risiko dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan inklusi sangat krusial untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program. Salah satu risiko utama adalah kurangnya ketersediaan sumber daya, seperti dana untuk pelatihan atau fasilitas fisik yang memadai. Strategi yang diterapkan mencakup identifikasi kebutuhan sumber daya secara detail, pencarian sumber pendanaan tambahan, dan alokasi sumber daya yang efisien. Selain itu, risiko terkait kurangnya dukungan dan keterlibatan guru juga harus ditangani dengan membangun pemahaman yang kuat tentang manfaat program, mendengarkan masukan mereka secara aktif, dan menciptakan forum yang memfasilitasi partisipasi mereka. Manajemen risiko juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku, dengan menjaga komunikasi terbuka dan fleksibilitas dalam mengadaptasi program terhadap perubahan kebijakan yang mungkin terjadi. Dalam hal teknologi, tantangan seperti gangguan teknis atau kesiapan yang terbatas harus ditangani dengan persiapan teknis yang matang, penyediaan dukungan teknis yang memadai, dan alternatif untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul. Evaluasi kinerja yang terukur dan konsisten juga penting, dengan pengembangan metrik yang jelas dan penggunaan data evaluasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi program. Dengan demikian, manajemen risiko yang efektif akan mendukung upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pendidikan inklusi dengan mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan program.

Tabel 3.4 manajemen resiko penigkatan kompetensi guru pendidikan inklusi

	No
	Risiko
	Penyebab Risiko
	Dampak
	Kegiatan untuk Menghadapi Risiko

	1
	Kurangnya partisipasi guru dalam pelatihan
	Kesibukan guru, jadwal yang tidak cocok, kurangnya motivasi
	Kompetensi guru tidak meningkat
	- Menyusun jadwal pelatihan yang fleksibel

- Memberikan insentif untuk partisipasi

- Mempromosikan manfaat pelatihan melalui berbagai media

	2
	Materi pelatihan yang kurang berkualitas
	Kurangnya sumber daya, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pendidikan inklusi
	Pelatihan tidak efektif, kompetensi tidak meningkat
	- Melibatkan ahli dalam pengembangan materi

- Melakukan evaluasi materi secara berkala

- Menggunakan umpan balik dari peserta untuk perbaikan

	3
	Kurangnya sumber daya teknologi
	Anggaran terbatas, infrastruktur yang kurang memadai
	Pembelajaran terganggu, penggunaan teknologi terbatas
	- Mencari pendanaan tambahan

- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada

- Prioritaskan investasi teknologi untuk pelatihan

	4
	Guru kesulitan mengaplikasikan teori ke praktik
	Materi pelatihan terlalu teoretis, kurangnya latihan praktis
	Implementasi di kelas tidak efektif
	- Menyertakan lebih banyak latihan praktis dalam pelatihan

- Mengadakan sesi coaching/mentoring

- Fasilitasi observasi dan praktik lapangan

	5
	Perubahan kebijakan Pendidikan
	Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten
	Program pelatihan terganggu, ketidakpastian dalam pelaksanaan
	- Memantau perubahan kebijakan secara berkala<br>- Menyesuaikan program pelatihan dengan kebijakan baru<br>- Menjalin komunikasi dengan pembuat kebijakan

	6
	Rendahnya dukungan dari pemangku kepentingan
	Kurangnya komunikasi, kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan inklusi
	Kurangnya kerjasama, implementasi program terganggu
	- Meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan

- Edukasi tentang pentingnya pendidikan inklusi

- Melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan evaluasi program

	7
	Sikap dan persepsi negatif terhadap anak berkebutuhan khusus
	Stereotip, kurangnya kesadaran dan pemahaman
	Diskriminasi, implementasi pendidikan inklusi tidak optimal
	- Mengadakan kampanye kesadaran tentang inklusi

- Edukasi kepada guru, siswa, dan orang tua

- Menerapkan kebijakan anti-diskriminasi di sekolah

	8
	Kesulitan dalam mengukur efektivitas pelatihan
	Kurangnya alat ukur yang tepat, metode evaluasi yang tidak memadai
	Sulit menilai peningkatan kompetensi, program tidak bisa dievaluasi dengan baik
	- Mengembangkan alat ukur yang komprehensif

- Menggunakan berbagai metode evaluasi (tes, observasi, wawancara)

- Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan

	9
	Kekurangan waktu untuk pelatihan yang komprehensif
	Jadwal guru yang padat, kalender akademik yang ketat
	Pelatihan tidak menyeluruh, kompetensi tidak optimal
	- Menyusun pelatihan secara bertahap dengan modul yang terpisah

- Menyediakan pelatihan online yang dapat diakses kapan saja

- Mengatur waktu pelatihan di luar jam sekolah jika memungkinkan

	10
	Kesenjangan antara pelatihan dan implementasi
	Kurangnya dukungan pasca-pelatihan, tidak ada tindak lanjut yang memadai
	Implementasi di lapangan tidak konsisten
	- Menyediakan dukungan dan bimbingan pasca-pelatihan

- Membentuk tim monitoring dan evaluasi

- Melibatkan mentor untuk membantu dalam implementasi


5.Strategi Pengembangan Kompetensi dalam aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Pendidikan inklusi melalui Pemanfaatan komunitas Belajar Kecamatan jenjang Sekolah dasar kabupaten Ogan Ilir

Tabel 3.5 pengembangan Kompetensi
	Pihak Terdampak
	Kompetensi yang Dibutuhkan
	Cara Pengembangan Kompetensi

	Guru Sekolah Dasar (SD)
	1. Pemahaman tentang pendidikan inklusi
	Klasikal : Pelatihan dan Workshop tatap muka di tingkat kecamatan

	 
	2. Strategi diferensiasi pembelajaran
	Non klasikal : E-learning melalui platform belajar.id

	 
	3. Manajemen kelas inklusif 
	Klasikal :Observasi praktik di sekolah inklusi

	 
	4. Penggunaan alat bantu dan teknologi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus
	Non klasikal : Tutorial video dan webinar

	Kepala Sekolah
	1. Kepemimpinan alam pendidikan inklusi
	Klasikal : Lokakarya kepemimpinan inklusif

	 
	2. pembutan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi
	Non klasikal : Bimbingan Teknis secara daring dan mentoring

	Tenaga Kependidikan 
	1. Administrasi terkait layanan pendidikan inklusi 
	Klasikal : Pelatihan administrasi dan regulasi pendidikan inklusi 

	 
	2. Koordinasi dengan guru dalam penanganan siswa berkebutuhan khusus
	Non klasikal : Forum diskusi dan sesi berbagi pengalaman di Kombel

	Orang tua siswa 
	1. Pemahaman tentang pendidikan inklusi dan peran mereka dalam mendukung anak 
	Klasikal : Seminar sosialisasi pendidikan inklusi 

	 
	2. Ketertiban dalam proses pembelajaran d rumah
	Non klasikal : Penyuluhan daring melalui video edukasi 

	Komunitas Belajar (Kombel)
	1. Fasilitasi diskusi dan beragi pengetahuan antar anggota
	Non Klasikal : Grup diskusi online melaui platform media sosial atau aplikasi pesan instan

	 
	2. Penyelesaian kasus dan problem solving dalam pendidikan inklusi 
	Klasikal : Diskusi kelompok terfokus (FGD) secara berkala 

	Pemeritah Daerah
	1. Penyusunan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi di tingkat daerah
	Non Klasikal : Bimbingan dan konsultasi daring dengan ahli pendidikan inklusi 

	 
	2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi 
	Klasikal : Whorshop evaluasi dan peninjauan kebijakan di lapangan

	Stakeholder Eksternal (LSM, Perguruan Tinggi)
	1. Pendampingan teknis untuk pelaksanaan pendidikan inklusi
	Klasikal : Kolaborasi riset dan pelatihan langsung di sekolah

	 
	2. Pengembangan materi dan modul pelatihan
	Non Klasikal : Produksi konten digital dan modul daring


D. Pemetaan Sikap Prilaku Kepemimpinan  dan renstra Pengembangan potensi Diri
Pemetaan sikap dan perilaku kepemimpinan serta rencana strategis (renstra) pengembangan potensi diri merupakan proses penting dalam meningkatkan efektivitas seorang pemimpin. Dari sisi sikap, pemimpin diharapkan memiliki keterbukaan terhadap masukan, kemampuan untuk berkolaborasi, serta komitmen untuk terus berkembang. Sikap proaktif dan adaptif dalam menghadapi tantangan juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Perilaku kepemimpinan yang ideal mencakup komunikasi yang jelas dan transparan, pengambilan keputusan yang konsisten, serta empati terhadap anggota tim. Berdasarkan pemetaan ini, rencana strategis pengembangan potensi diri sering kali mencakup beberapa langkah, seperti mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajerial, membangun kecerdasan emosional, serta memperluas jaringan profesional. Selain itu, pemimpin dianjurkan untuk terus menerima umpan balik secara berkala dan melakukan refleksi diri guna memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki. Dengan strategi yang tepat, pengembangan potensi diri ini dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan serta mendorong pertumbuhan individu dan organisasi.
1.Hasil Pemetaan
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2. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Tabel 3.6 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

	No
	Kompetensi/sub Kompetensi
	Kegiatan pengembangan potensi diri untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan
	Kegiatan/tahapan aksi perubahn
	Waktu pelaksanaan
	hasil

	
	
	
	
	rencana
	realisasi
	

	 1.
	Kerjasama
	1. Workshop Pelatihan Inklusi

Melaksanakan  Pelatihan untuk guru tentang metode pengajaran inklusif dan strategi menangani siswa dengan kebutuhan khusus.

· Kerjasama: Mengundang ahli atau lembaga pendidikan untuk memberikan materi.

2. Forum Diskusi Orang Tua dan Guru

 Forum Diskusi Orang Tua dan Guru

a.Melaksanakan Pertemuan rutin antara orang tua dan guru untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam mendukung pendidikan inklusi.

b.Membangun platform untuk komunikasi yang efektif dan saling memberi umpan balik.


	Tahapan Kegiatan:

1. Perencanaan
a.Identifikasi Kebutuhan: Survei atau wawancara untuk menentukan kebutuhan pelatihan guru.
b. Pemilihan Narasumber: Mengundang ahli pendidikan inklusi atau praktisi berpengalaman.

1.Persiapan
a.Penentuan Waktu dan Tempat: Jadwalkan workshop di lokasi yang mudah diakses.

b.Penyebaran Undangan: Kirim undangan kepada guru dan pemangku kepentingan terkait.

2. Pelaksanaan Workshop
Pembukaan:
a.Sambutan dari panitia dan narasumber.

b.Penjelasan tujuan dan agenda workshop.

c. Sesi Materi:
-Narasumber menyampaikan materi tentang metode pengajaran inklusif.

-Diskusi interaktif untuk mengajak peserta berpartisipasi.

d.Praktik Kelompok:
a.Pembagian peserta ke dalam kelompok kecil untuk latihan simulasi pengajaran inklusif.

b.Setiap kelompok menyusun rencana pembelajaran untuk siswa dengan kebutuhan khusus.

3. Evaluasi
e.Umpan Balik Peserta: a.Mengumpulkan umpan balik dari peserta tentang materi dan pelaksanaan workshop.

b.Refleksi Narasumber: Narasumber memberikan evaluasi terhadap partisipasi dan pemahaman peserta.

4. Tindak Lanjut
a.Penyusunan Rencana Aksi: Peserta menyusun rencana implementasi metode yang dipelajari di kelas masing-masing.

b.Jadwalkan Pertemuan Rutin: Rencanakan pertemuan lanjutan untuk berbagi pengalaman dan kemajuan.

 
	 
	 
	 


BAB II 

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas dan akuntabilitas Kinerja organisasi

Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi adalah proses krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil di dalam organisasi sesuai dengan standar etika dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Integritas mencerminkan konsistensi perilaku individu dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika organisasi, seperti kejujuran, transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan. Integritas bukan hanya soal bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, tetapi juga mencerminkan keberanian untuk tetap jujur dan terbuka, bahkan dalam situasi yang sulit. Akuntabilitas mengharuskan setiap individu dan unit kerja untuk bertanggung jawab atas hasil dari tindakan mereka dan melaporkannya secara terbuka kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dalam praktiknya, ini berarti organisasi harus memiliki sistem pengawasan, pelaporan, dan evaluasi yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa setiap orang memegang peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Kepemimpinan yang berintegritas menjadi landasan utama dalam membangun budaya ini, karena pemimpin yang jujur dan akuntabel akan menginspirasi seluruh tim untuk bersikap sama. Selain itu, organisasi perlu menciptakan budaya transparansi, di mana informasi, keputusan, dan proses kerja dijalankan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung hal ini, mekanisme penghargaan bagi individu yang menunjukkan kinerja berintegritas dan akuntabel, serta sanksi bagi mereka yang melanggar, harus ditegakkan secara adil. Dengan demikian, organisasi tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga memperkuat kepercayaan dari para pemangku kepentingan, mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi, serta menciptakan lingkungan kerja yang etis dan bertanggung jawab.
          Peran kepemimpinan dalam membangun integritas kinerja organisasi dapat ditopang oleh beberapa faktor penting yang mendukung pemimpin dalam menegakkan nilai-nilai integritas di seluruh lapisan organisasi. Berikut adalah beberapa faktor tersebut:

1. Keteladanan Pemimpin: Pemimpin harus menjadi contoh dalam menunjukkan integritas melalui tindakan sehari-hari. Ketika seorang pemimpin konsisten dengan prinsip moral dan etika, hal ini akan menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk melakukan hal yang sama.

2. Komunikasi yang Jelas dan Transparan: Pemimpin harus memastikan adanya komunikasi yang terbuka dan transparan dalam menyampaikan visi, misi, dan tujuan organisasi. Kejujuran dalam berkomunikasi akan membangun kepercayaan dan mendorong budaya keterbukaan di seluruh organisasi.

3. Kebijakan dan Sistem yang Mendukung: Pemimpin perlu membangun kebijakan, prosedur, dan sistem pengawasan yang mendorong perilaku yang etis. Ini mencakup penerapan kode etik, regulasi kepatuhan, serta prosedur evaluasi kinerja yang objektif dan adil.

4. Penghargaan dan Sanksi yang Adil: Pemimpin harus memberlakukan penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan integritas tinggi dalam pekerjaan mereka, serta memberikan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran integritas. Mekanisme ini akan mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

5. Pengembangan Kapasitas dan Pendidikan Etika: Untuk menanamkan budaya integritas, pemimpin harus mendukung program pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada etika dan tanggung jawab. Dengan memperkuat pemahaman karyawan tentang pentingnya integritas, mereka akan lebih siap untuk menjalankannya dalam setiap aspek kerja.

6. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan yang Transparan: Pemimpin harus melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan yang penting dan memastikan setiap keputusan dibuat secara adil, transparan, dan berdasarkan informasi yang lengkap. Ini akan memperkuat rasa kepercayaan dan tanggung jawab di antara anggota tim.

Akuntabilitas adalah konsep yang mengacu pada kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks organisasi, akuntabilitas memastikan bahwa setiap individu, tim, atau unit kerja bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan harus memberikan laporan atau penjelasan tentang hasil kerja mereka secara jujur dan transparan.

Berikut adalah beberapa aspek penting tentang akuntabilitas:

1. Tanggung Jawab: Akuntabilitas melibatkan kewajiban setiap individu atau organisasi untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta mempertanggungjawabkan hasil dari tindakan tersebut. Ini berarti individu atau kelompok tidak hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka, tetapi juga terhadap hasil akhirnya.

2. Pelaporan: Akuntabilitas memerlukan proses pelaporan yang jelas dan transparan. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil harus dapat dijelaskan secara terbuka, baik kepada pimpinan, kolega, klien, maupun pemangku kepentingan lainnya. Pelaporan ini mencakup proses, sumber daya yang digunakan, serta hasil yang dicapai.

3. Evaluasi Kinerja: Salah satu komponen utama akuntabilitas adalah evaluasi kinerja. Kinerja individu atau organisasi harus dievaluasi secara objektif dan berdasarkan indikator atau standar yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan adanya penilaian yang adil dan tepat terhadap sejauh mana tanggung jawab telah dipenuhi.

4. Transparansi: Akuntabilitas tidak dapat terwujud tanpa adanya transparansi. Setiap proses kerja, keputusan, serta penggunaan sumber daya harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Ini membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak.

5. Konsekuensi: Dalam sistem akuntabilitas yang efektif, ada konsekuensi bagi tindakan yang diambil. Jika seseorang atau organisasi tidak memenuhi tanggung jawab atau melakukan pelanggaran, mereka harus menghadapi sanksi atau konsekuensi yang sesuai. Sebaliknya, jika mereka berhasil memenuhi atau melebihi harapan, penghargaan atau pengakuan dapat diberikan.

6. Hubungan dengan Kepercayaan: Akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan kepercayaan. Ketika seseorang atau organisasi dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan dan hasil kerja mereka, kepercayaan dari masyarakat, klien, pemimpin, atau pemangku kepentingan lainnya akan meningkat. Kepercayaan inilah yang menjadi dasar hubungan jangka panjang yang sehat dan produktif.

Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah panduan yang memastikan setiap individu atau organisasi bertindak dengan tanggung jawab dan transparansi dalam menjalankan tugas dan memenuhi kewajiban mereka. Berikut adalah beberapa prinsip utama akuntabilitas:
1. Transparansi
Transparansi adalah prinsip kunci dalam akuntabilitas, yang mengharuskan setiap proses, keputusan, dan hasil disampaikan secara terbuka dan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ini mencakup pelaporan keuangan, keputusan strategis, hingga penggunaan sumber daya. Dengan transparansi, pemangku kepentingan dapat memahami alur kerja dan keputusan yang diambil, yang membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tanggung Jawab
Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu, tim, atau organisasi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Mereka diharuskan untuk memenuhi kewajiban yang diberikan dan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kegagalan. Tanggung jawab ini mencakup pencapaian tujuan, pemenuhan standar kinerja, dan pengelolaan sumber daya dengan efisien.
3. Partisipasi
Partisipasi melibatkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kinerja. Dengan melibatkan orang-orang yang terkena dampak keputusan, organisasi dapat menciptakan rasa kepemilikan bersama dan meningkatkan akuntabilitas karena berbagai perspektif dan masukan telah diperhatikan.
4. Evaluasi dan Pelaporan
Prinsip ini menekankan pentingnya proses evaluasi kinerja dan pelaporan yang berkelanjutan. Setiap tindakan, proyek, atau program harus dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dan hasilnya harus dilaporkan secara terbuka. Evaluasi yang obyektif memastikan bahwa organisasi dapat belajar dari pengalaman dan memperbaiki kekurangan.
5. Konsistensi
Konsistensi berarti setiap individu atau organisasi harus mematuhi aturan, regulasi, dan standar etika yang telah ditetapkan dalam setiap aspek kerja. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan harus sejalan dengan nilai-nilai organisasi, dan tidak ada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dan dilakukan.
6. Keberlanjutan
Akuntabilitas tidak hanya dilihat dari hasil jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang dari tindakan dan keputusan yang diambil. Prinsip keberlanjutan mengharuskan organisasi untuk mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap prosesnya, serta memastikan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan generasi mendatang.
7. Adanya Penghargaan dan Sanksi
Untuk menegakkan akuntabilitas, harus ada sistem penghargaan dan sanksi yang adil. Mereka yang memenuhi atau melampaui standar kinerja harus diakui dan diberikan penghargaan, sementara yang gagal atau melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi yang sesuai. Mekanisme ini memastikan bahwa semua individu dan organisasi mematuhi tanggung jawab mereka dengan serius.
8. Kepercayaan
Akuntabilitas membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Dengan menunjukkan bahwa individu dan organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, kepercayaan dari publik, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya akan meningkat.

9. Independensi
Evaluasi kinerja harus dilakukan dengan independen dan objektif untuk memastikan bahwa proses akuntabilitas tidak bias atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Dengan demikian, pengawasan dan audit internal atau eksternal yang independen sangat penting untuk menjaga integritas akuntabilitas.

Untuk menciptakan budaya akuntabilitas dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin perlu melakukan berbagai langkah strategis dan taktis yang mendukung perilaku bertanggung jawab dan transparan di semua tingkat organisasi. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin dalam rangka menciptakan budaya akuntabilitas:
1. Menjadi Teladan (Role Model)
Pemimpin harus menunjukkan akuntabilitas melalui tindakan mereka sendiri. Ketika pemimpin bertanggung jawab atas keputusan dan hasil kerja mereka, serta secara terbuka mengakui kesalahan dan memperbaikinya, ini akan memberikan contoh nyata bagi seluruh tim. Kepemimpinan melalui teladan menciptakan standar perilaku yang diharapkan dari setiap anggota organisasi.

2. Menetapkan Ekspektasi yang Jelas
Pemimpin harus memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami dengan jelas tanggung jawab dan tugas mereka. Hal ini termasuk menetapkan tujuan yang terukur, standar kinerja, dan indikator keberhasilan. Dengan memberikan ekspektasi yang jelas, setiap individu akan tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus dicapai.

3. Mendorong Transparansi
Pemimpin harus menciptakan lingkungan di mana informasi dapat diakses secara terbuka dan transparan. Ini termasuk keputusan-keputusan penting, penggunaan sumber daya, hingga hasil evaluasi kinerja. Ketika informasi terbuka dan mudah diakses, setiap orang dapat memantau proses yang berjalan dan memahami alur kerja organisasi.

4. Memberikan Umpan Balik Secara Teratur
Umpan balik yang teratur dan konstruktif sangat penting dalam menciptakan budaya akuntabilitas. Pemimpin harus memberikan umpan balik terkait kinerja, baik positif maupun negatif, kepada setiap individu secara berkala. Ini membantu karyawan memahami area di mana mereka berhasil dan di mana mereka perlu meningkatkan diri.

5. Menciptakan Sistem Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Pemimpin harus menerapkan mekanisme yang adil dan objektif untuk mengukur kinerja individu dan tim. Pengukuran ini harus didasarkan pada indikator yang jelas dan disepakati bersama. Evaluasi kinerja yang terukur memastikan bahwa pencapaian dan kontribusi individu dapat dinilai secara obyektif.

6. Mengakui dan Menghargai Kinerja
Mengakui kontribusi dan pencapaian individu atau tim yang berhasil mencapai target atau menunjukkan akuntabilitas tinggi adalah langkah penting. Penghargaan dan pengakuan ini tidak hanya meningkatkan moral karyawan, tetapi juga mendorong perilaku yang akuntabel di seluruh organisasi.

7. Memberikan Tanggung Jawab dan Kewenangan yang Seimbang
Pemimpin harus memberikan tanggung jawab kepada karyawan dengan kewenangan yang sesuai untuk mengambil keputusan dalam pekerjaan mereka. Ketika karyawan merasa memiliki wewenang yang seimbang dengan tanggung jawab mereka, mereka lebih cenderung merasa bertanggung jawab atas hasil yang dicapai.

8. Menerapkan Penghargaan dan Sanksi yang Adil
Pemimpin harus memastikan bahwa ada penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan kinerja berakuntabilitas tinggi, dan juga sanksi yang adil bagi yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Penghargaan dan sanksi yang konsisten akan mendorong akuntabilitas di setiap tingkatan organisasi.

9. Membangun Budaya Keterbukaan untuk Mengakui Kesalahan
Pemimpin harus menciptakan budaya di mana karyawan merasa aman untuk mengakui kesalahan mereka tanpa takut akan hukuman berlebihan. Akuntabilitas tidak hanya berarti bertanggung jawab atas keberhasilan, tetapi juga atas kegagalan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan dan pembelajaran dari kesalahan, karyawan akan lebih proaktif dalam bertanggung jawab atas tindakan mereka.

10. Mendorong Kolaborasi dan Partisipasi
Pemimpin dapat meningkatkan akuntabilitas dengan mendorong kolaborasi di antara tim dan memfasilitasi partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika karyawan merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap hasil dari keputusan tersebut.

B. Pengertian Budaya Kerja
Budaya kerja adalah serangkaian nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, dan perilaku yang diterapkan dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota organisasi dalam lingkungan kerja. Budaya kerja mencakup cara karyawan berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka menyelesaikan tugas-tugas, serta bagaimana mereka merespons tantangan dan peluang yang muncul. Budaya kerja memainkan peran penting dalam menentukan lingkungan kerja, produktivitas, moral karyawan, serta reputasi organisasi secara keseluruhan.

Komponen Budaya Kerja

1. Nilai dan Keyakinan: Ini adalah prinsip dasar yang dianut oleh organisasi dan karyawan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Nilai dan keyakinan ini mencakup hal-hal seperti integritas, kolaborasi, inovasi, dan tanggung jawab. Nilai yang dipegang organisasi menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari.

2. Norma dan Aturan Tidak Tertulis: Norma dalam budaya kerja adalah aturan tidak tertulis yang memengaruhi cara karyawan berinteraksi satu sama lain dan dengan atasan. Misalnya, apakah karyawan didorong untuk memberikan pendapat secara terbuka, atau apakah keputusan hanya dibuat oleh atasan. Norma ini membentuk pola komunikasi dan perilaku di dalam organisasi.

3. Gaya Kepemimpinan: Cara pemimpin mengelola dan berinteraksi dengan karyawan sangat memengaruhi budaya kerja. Pemimpin yang terbuka, partisipatif, dan mendukung dapat menciptakan budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang otoriter dapat menyebabkan budaya kerja yang kaku dan tertutup.

4. Kebiasaan Kerja: Kebiasaan ini mencakup praktik sehari-hari dalam penyelesaian tugas, seperti cara tim berkomunikasi, bagaimana mereka mengelola waktu, dan bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan. Misalnya, budaya kerja yang fleksibel mungkin mendukung kolaborasi lintas departemen, sementara budaya yang lebih formal mungkin membatasi interaksi antarbagian.

5. Struktur Organisasi: Struktur organisasi juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya kerja. Struktur yang datar, di mana karyawan memiliki akses mudah ke atasan dan pengambilan keputusan lebih inklusif, dapat menciptakan budaya kerja yang dinamis. Sebaliknya, struktur yang hierarkis dengan banyak tingkatan manajemen dapat menciptakan lingkungan yang lebih formal dan kaku.

6. Penghargaan dan Pengakuan: Sistem penghargaan dan pengakuan karyawan dalam sebuah organisasi turut membentuk budaya kerja. Organisasi yang menghargai inovasi dan kreativitas akan menciptakan budaya kerja yang mendukung inisiatif baru, sementara organisasi yang hanya menilai kinerja berdasarkan hasil kuantitatif mungkin akan mendorong kompetisi dan fokus pada angka.

7. Komunikasi Internal: Cara komunikasi dalam organisasi, baik formal maupun informal, juga berperan dalam membentuk budaya kerja. Komunikasi yang terbuka dan dua arah antara manajemen dan karyawan menciptakan budaya yang inklusif, sementara komunikasi yang terbatas hanya dari atas ke bawah cenderung menghasilkan budaya yang birokratis.

8. Lingkungan Fisik: Desain dan pengaturan ruang kerja fisik, seperti tata letak kantor, area kolaborasi, atau ruang pribadi, juga mencerminkan dan mempengaruhi budaya kerja. Kantor dengan ruang terbuka mungkin mencerminkan budaya kerja yang kolaboratif, sementara kantor dengan bilik tertutup dapat mencerminkan budaya yang lebih individualis.

Fungsi Budaya Kerja

1. Membentuk Identitas Organisasi: Budaya kerja yang kuat membantu membentuk identitas organisasi yang unik. Karyawan dan pemangku kepentingan dapat mengenali organisasi berdasarkan nilai-nilai dan cara kerja yang diadopsi oleh seluruh anggotanya.

2. Meningkatkan Kinerja Karyawan: Budaya kerja yang positif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Ketika karyawan merasa nyaman, dihargai, dan termotivasi, mereka akan bekerja dengan lebih produktif dan kreatif.

3. Memudahkan Adaptasi dan Perubahan: Budaya kerja yang fleksibel dan inovatif membantu organisasi lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, seperti teknologi baru atau perubahan regulasi. Karyawan yang terbiasa dengan perubahan dalam budaya kerja mereka akan lebih mudah beradaptasi.

4. Meningkatkan Kepuasan Karyawan: Budaya kerja yang sehat dan inklusif berkontribusi terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan karyawan. Ketika karyawan merasa bahwa mereka bekerja di lingkungan yang mendukung, mereka akan lebih loyal dan puas dengan pekerjaan mereka.

5. Menciptakan Keunggulan Kompetitif: Organisasi dengan budaya kerja yang positif sering kali lebih unggul dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Karyawan cenderung lebih tertarik bergabung dan bertahan di perusahaan yang memiliki budaya kerja yang kondusif dan mendukung perkembangan mereka.

Jenis-Jenis Budaya Kerja

1. Budaya Kerja Kolaboratif: Menekankan pada kerja sama tim, komunikasi terbuka, dan sinergi antarindividu serta departemen. Dalam budaya ini, karyawan didorong untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama.

2. Budaya Kerja Inovatif: Mendorong kreativitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Karyawan diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menciptakan solusi yang inovatif.

3. Budaya Kerja Hierarkis: Menekankan pada struktur organisasi yang ketat dengan hierarki yang jelas. Pengambilan keputusan biasanya berada di tangan atasan, dan proses kerja lebih terstruktur dan formal.

4. Budaya Kerja Berorientasi Hasil: Fokus pada pencapaian target dan hasil kinerja. Karyawan dinilai berdasarkan kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi, dan hasil sering kali lebih diutamakan dibandingkan proses.

Tantangan dalam Membangun Budaya Kerja

1. Perubahan Organisasi: Perubahan struktural atau kepemimpinan dapat mengganggu budaya kerja yang ada, sehingga perlu upaya yang lebih keras untuk menjaga konsistensi dan adaptasi budaya baru.

2. Kesenjangan Nilai: Perbedaan nilai antara manajemen dan karyawan dapat menyebabkan konflik atau ketidakselarasan, yang akhirnya memengaruhi produktivitas dan moral kerja.

3. Keberagaman Karyawan: Mempertahankan budaya kerja yang inklusif di tengah keberagaman latar belakang, nilai, dan keyakinan para karyawan menjadi tantangan tersendiri, namun juga bisa menjadi sumber kekuatan bagi organisasi.

Tabel 3.7 Keberagaman Karyawan
	Pihak Terdampak
	Perubahan kompetensi yang di butuhkan
	Cara pengembangan kompetensi

	Guru
	Kejasama eksternal
	Sosialisasi

	Tim Efektif
	Kejasama internal
	Koordinasi

	
	
	Pengarahan


C. Membangun jejaring dan kolaborasi
Membangun jejaring dan kolaborasi yang efektif sangat penting dalam proyek perubahan seperti "Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusi melalui Pemanfaatan Komunitas Belajar (Kombel) Kecamatan Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Ogan Ilir." Jejaring dan kolaborasi dapat memperkuat dukungan, memperluas sumber daya, dan memfasilitasi berbagi pengetahuan. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk membangun jejaring dan kolaborasi dalam konteks ini:

1. Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Mitra Kunci

Langkah-langkah:

· Pemetaan Stakeholder: mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.

· Penilaian Kepentingan dan Pengaruh: menentukan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan dalam proyek. memperioritaskan mereka yang memiliki dampak besar atau bisa memberikan dukungan kritis.

Tujuan: Memahami siapa yang harus dilibatkan dan mengapa, serta bagaimana cara terbaik untuk melibatkan mereka dalam proyek.

2. Membangun Hubungan dan Kemitraan

Langkah-langkah:

· Pertemuan Awal: melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk memperkenalkan proyek, menjelaskan manfaatnya, dan membahas bagaimana mereka dapat berkontribusi.

· Kolaborasi Berkelanjutan: menjalin hubungan jangka panjang dengan mitra potensial, seperti LSM yang fokus pada pendidikan inklusi atau perusahaan yang dapat menyediakan dukungan finansial atau material.

· Kesepakatan Kemitraan: membuat kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan mitra untuk mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan komitmen.

3. Fasilitasi Pertukaran Pengetahuan dan Pengalaman

Langkah-langkah:

· Forum Diskusi: Menyelenggarakan forum diskusi, workshop, atau seminar di tingkat kecamatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang praktik inklusi.

· Platform Digital: Menggunakan platform digital (seperti grup media sosial atau forum online,PMM) untuk memfasilitasi berbagi informasi dan diskusi antara para guru dan pemangku kepentingan.

· Studi Banding: berkunjung ke daerah atau sekolah yang telah sukses dalam implementasi pendidikan inklusi untuk mempelajari praktik terbaik.

Tujuan: Meningkatkan pemahaman dan keterampilan melalui pembelajaran kolektif dan berbagi pengalaman yang bermanfaat.

4. Koordinasi dan Komunikasi yang Efektif

Langkah-langkah:

· Jadwal Rutin: menetapkan  jadwal pertemuan rutin untuk koordinasi antara semua pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun virtual.

· Laporan Berkala: membuat dan mendistribusikan laporan kemajuan berkala untuk menjaga semua pihak yang terlibat tetap terinformasi tentang perkembangan proyek.

· Alat Komunikasi: Mengimplementasikan  alat komunikasi yang memudahkan koordinasi dan pembaruan, seperti aplikasi manajemen proyek atau email newsletter.

Tujuan: Menjaga semua pemangku kepentingan terlibat dan terinformasi, serta memastikan bahwa proyek tetap berada pada jalur yang benar.

5. Kembangkan Kegiatan Bersama

Langkah-langkah:

· Proyek Kolaboratif: mengidentifikasi  dan menjajalankan proyek kolaboratif yang melibatkan beberapa mitra, seperti kampanye kesadaran tentang pendidikan inklusi atau acara pelatihan bersama.

· Inisiatif Bersama: mengajak mitra untuk berpartisipasi dalam inisiatif bersama yang mendukung tujuan pendidikan inklusi, seperti penggalangan dana atau penyediaan sumber daya.

Tujuan: Meningkatkan keterlibatan dan kontribusi dari berbagai pihak dengan bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar.

6. Tingkatkan Keterlibatan Masyarakat

Langkah-langkah:

· Kampanye Kesadaran: melakukan kampanye kesadaran di tingkat komunitas dan sekolah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi.

· Partisipasi Orang Tua: Melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah dan Kombel, serta dorong mereka untuk mendukung pendidikan inklusi di rumah.

· Sosialisasi dengan Komunitas: mengajak komunitas lokal, termasuk tokoh masyarakat dan pemimpin lokal, untuk mendukung dan mempromosikan pendidikan inklusi.

Tujuan: Membangun dukungan masyarakat dan memastikan bahwa program inklusi diterima dengan baik di tingkat komunitas.

7. Evaluasi dan Penyesuaian Kolaborasi

Langkah-langkah:

· Penilaian Kerjasama: Secara berkala menilai efektivitas kemitraan dan kolaborasi, serta menentukan apakah ada area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.

· Feedback dari Mitra: mengumpulkan umpan balik dari mitra dan pemangku kepentingan mengenai bagaimana kolaborasi dapat ditingkatkan dan tantangan apa yang dihadapi.

· Penyesuaian Strategi: melakukan penyesuaian pada strategi kolaborasi berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diterima.

Tujuan: Memastikan bahwa jejaring dan kolaborasi tetap efektif dan relevan sepanjang perjalanan proyek.
D. Strategi pengembangan Kompetensi
Tabel 3.8 Strategi Pengembangan Kompetensi
	Pihak Terdampak
	Perubahan kompetensi yang di butuhkan
	Cara pengembangan kompetensi

	Guru
	1. Pengetahuan tentang Kebutuhan Khusus

· Memahami berbagai jenis kebutuhan khusus dan cara mengidentifikasinya di dalam kelas.

2. Strategi Pengajaran Inklusif

· Mampu menggunakan metode pengajaran yang fleksibel dan adaptif, termasuk pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan multisensori.

3. Manajemen Kelas yang Responsif

· Mengembangkan keterampilan dalam manajemen kelas yang menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk semua siswa.

4. Keterampilan Komunikasi

· Meningkatkan keterampilan komunikasi untuk berinteraksi efektif dengan siswa, orang tua, dan anggota tim pendidikan lainnya.

5. Kolaborasi Tim

· Mampu bekerja dalam tim lintas disiplin, berkolaborasi dengan guru, spesialis, dan konselor untuk mendukung siswa secara holistik.

6. Penggunaan Teknologi

· Menguasai alat dan teknologi pendidikan yang dapat membantu dalam mendukung pembelajaran inklusif, termasuk teknologi asistif.

7. Evaluasi dan Penilaian

· Memahami cara melakukan penilaian yang adil dan menyeluruh untuk mengukur kemajuan siswa dengan kebutuhan khusus.

8. Pengembangan Keterampilan Sosial dan Emosional

· Mampu mengajarkan keterampilan sosial dan emosional untuk membantu siswa berkebutuhan khusus berinteraksi dengan teman sebaya.


	Sosialisasi Pelatihan dan Workshop

· Mengikuti pelatihan rutin tentang metode pengajaran inklusif, strategi adaptasi kurikulum, dan manajemen kelas yang mendukung keragaman siswa



	Tim Efektif
	1. Kolaborasi Interdisipliner

· Meningkatkan kemampuan anggota tim untuk bekerja sama lintas disiplin, menggabungkan keahlian dalam mendukung siswa dengan kebutuhan khusus.

2. Komunikasi yang Efektif

· Mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik untuk memastikan pertukaran informasi yang jelas dan terbuka antara semua anggota tim.

3. Pemahaman tentang Kebutuhan Khusus

· Memperdalam pengetahuan tentang berbagai jenis kebutuhan khusus dan strategi pengajaran yang sesuai untuk mendukung siswa.

4. Keterampilan Manajemen Proyek

· Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek yang mendukung pendidikan inklusi secara efektif.

5. Pemecahan Masalah Bersama

· Mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang muncul dalam penerapan pendidikan inklusi.

6. Penggunaan Teknologi

· Menguasai alat dan teknologi yang dapat membantu dalam mendukung pembelajaran inklusif dan kolaborasi antar anggota tim.

7. Evaluasi dan Umpan Balik

· Mampu memberikan dan menerima umpan balik konstruktif tentang praktik dan strategi yang diterapkan dalam pendidikan inklusi.

8. Keterlibatan Komunitas

· Memahami pentingnya melibatkan orang tua dan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusi dan berkomunikasi dengan mereka secara efektif.

9. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan

· Berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pendidikan inklusi melalui pelatihan dan pengalaman.


	1. Pelatihan Tim Kolaboratif

· mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan resolusi konflik antar anggota tim



	Kepala sekolah
	1. Pemahaman Mendalam tentang Pendidikan Inklusi

· Memiliki pengetahuan yang kuat tentang prinsip-prinsip pendidikan inklusi dan pentingnya keberagaman di lingkungan sekolah.

2. Kepemimpinan yang Inklusif

· Mampu memimpin dengan pendekatan inklusif, mendorong partisipasi semua anggota komunitas sekolah dalam pengambilan keputusan.

3. Kemampuan Mengembangkan Kebijakan

· Mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi dan menjamin akses yang setara bagi semua siswa.

4. Manajemen Sumber Daya

· Memiliki keterampilan dalam mengelola sumber daya manusia dan material untuk mendukung kebutuhan pendidikan inklusi.

5. Pengembangan Profesional untuk Guru

· Mendorong dan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru tentang metode pengajaran inklusif dan kebutuhan siswa dengan disabilitas.

6. Kolaborasi dengan Stakeholder

· Membangun kemitraan dengan orang tua, komunitas, dan organisasi lain untuk memperkuat dukungan terhadap pendidikan inklusi.

7. Pengawasan dan Evaluasi

· Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pendidikan inklusi di sekolah untuk memastikan keberhasilan program.

8. Keterampilan Komunikasi yang Efektif

· Mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, dan anggota tim pendidikan.

9. Pengembangan Lingkungan Belajar yang Ramah

· Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.


	Pelatihan Kepemimpinan Inklusif

· Selenggarakan program pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip pendidikan inklusi dan kepemimpinan yang mendukung keragaman.



	Siswa ABK dan siswa 
	1. Keterampilan Sosial

· Meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam kelompok.

2. Kemandirian

· Mengembangkan keterampilan untuk mandiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk belajar, berorganisasi, dan menyelesaikan tugas.

3. Keterampilan Belajar

· Mempelajari berbagai strategi belajar yang efektif dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing, termasuk teknik pengelolaan waktu dan perhatian.

4. Penggunaan Teknologi

· Memahami dan menggunakan teknologi yang dapat mendukung pembelajaran, seperti aplikasi edukatif dan alat bantu belajar.

5. Kemampuan Mengatasi Tantangan

· Mengembangkan ketahanan dan kemampuan untuk menghadapi kesulitan, baik akademik maupun sosial, dengan dukungan yang tepat.

6. Kesadaran Diri

· Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri, termasuk kekuatan dan tantangan yang dihadapi, untuk membangun rasa percaya diri.

7. Keterampilan Emosional

· Mempelajari cara mengelola emosi dan stres, serta mengembangkan empati terhadap orang lain.

8. Pemahaman tentang Keragaman

· Menghargai dan memahami perbedaan di antara teman sebaya, sehingga dapat membangun lingkungan yang inklusif dan saling menghormati.

9. Keterlibatan dalam Proses Pembelajaran

· Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan kelas dan pengambilan keputusan terkait pembelajaran mereka sendiri.


	1. Penilaian Kebutuhan Individual

· Lakukan penilaian untuk memahami kebutuhan, potensi, dan kekuatan masing-masing anak. Hal ini membantu dalam merancang program yang sesuai.

2. Pengembangan Kurikulum Adaptif

· Rancang kurikulum yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa, memastikan semua anak dapat terlibat aktif dalam proses belajar.

3. Pelatihan Keterampilan Sosial

· Selenggarakan program pelatihan keterampilan sosial untuk membantu anak berkebutuhan khusus berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sebaya.

4. Pendekatan Multisensori

· Gunakan metode pengajaran yang melibatkan berbagai indera (visual, auditori, kinestetik) untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa.

5. Dukungan Emosional dan Psikologis

· Berikan dukungan emosional melalui konseling atau program mentoring, membantu anak merasa lebih percaya diri dan terhubung dengan lingkungan sekolah.

6. Keterlibatan Orang Tua

· Libatkan orang tua dalam proses pendidikan dengan memberikan informasi dan dukungan tentang cara membantu anak di rumah.

7. Pemberian Umpan Balik Positif

· Berikan umpan balik yang konstruktif dan positif untuk memotivasi anak dan meningkatkan rasa percaya diri mereka.

8. Penciptaan Lingkungan Belajar yang Ramah

· Ciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman, di mana anak berkebutuhan khusus merasa diterima dan dihargai.




Untuk mengembangkan kompetensi dalam aksi perubahan yang berjudul "Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusi melalui Pemanfaatan Komunitas Belajar (Kombel) Kecamatan Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Ogan Ilir," strategi yang diterapkan harus berfokus pada beberapa aspek kunci yang dapat memperkuat implementasi pendidikan inklusi melalui komunitas belajar di tingkat kecamatan. Berikut adalah beberapa strategi pengembangan kompetensi yang dapat diambil:

1. Pelatihan Terfokus untuk Guru Sekolah Dasar

Peningkatan kompetensi guru adalah elemen utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusi. Pelatihan yang terfokus pada konsep dan praktik inklusi dapat membantu guru memahami kebutuhan siswa berkebutuhan khusus (ABK) serta metode pembelajaran yang efektif. Strategi ini mencakup:

· Pelatihan inklusi berbasis komunitas belajar: Guru dapat diberikan pelatihan di tingkat kecamatan, memanfaatkan Kombel sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman praktis di lapangan.

· Modul pembelajaran inklusi: Pengembangan dan penyebaran modul pelatihan yang spesifik tentang teknik pengajaran inklusif, pemetaan kebutuhan siswa, dan strategi penanganan anak berkebutuhan khusus.

· Mentoring antar-guru: Mendorong sistem bimbingan di mana guru yang lebih berpengalaman dalam pendidikan inklusi memberikan dukungan kepada guru lainnya di kecamatan.

2. Pemanfaatan Kombel sebagai Sarana Kolaborasi

Komunitas Belajar (Kombel) di tingkat kecamatan dapat menjadi platform yang kuat untuk menghubungkan para guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membahas tantangan dan solusi terkait pendidikan inklusi. Strategi yang bisa diterapkan adalah:

· Forum diskusi rutin: Mengadakan pertemuan Kombel secara berkala untuk berbagi praktik terbaik, kesulitan, dan pembaruan terkait kebijakan atau metode pendidikan inklusi.

· Platform online Kombel: Membangun sistem komunikasi daring (grup WhatsApp, portal web) yang memungkinkan guru untuk berbagi bahan ajar, pengalaman, dan ide secara terus-menerus tanpa terhalang oleh lokasi.

· Kolaborasi lintas sekolah: Menggunakan Kombel untuk mengoordinasikan kunjungan atau sesi berbagi antar-sekolah dalam satu kecamatan, sehingga ada pertukaran informasi langsung antara para guru dan kepala sekolah.

3. Pendekatan Berbasis Data untuk Perencanaan dan Evaluasi

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi, perlu ada sistem evaluasi berbasis data yang teratur. Strategi ini bisa mencakup:

· Penilaian awal kompetensi guru: Melakukan asesmen kompetensi guru dalam hal pendidikan inklusi di awal program untuk mengetahui titik awal.

· Pengukuran kemajuan belajar ABK: Membuat sistem pemantauan perkembangan akademik dan sosial emosional siswa berkebutuhan khusus untuk menilai dampak program.

· Evaluasi berbasis data: Menyusun indikator kinerja yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan, misalnya jumlah guru yang mengikuti pelatihan, perubahan dalam praktik pengajaran, dan tingkat partisipasi ABK.

4. Kerja Sama dengan Stakeholder Lokal

Pengembangan kompetensi ini dapat diperkuat melalui kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan inklusi. Strategi ini mencakup:

· Kemitraan dengan Dinas Pendidikan: Mendorong dukungan dari Dinas Pendidikan untuk membantu dalam penyediaan materi pelatihan, anggaran, dan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi.

· Sosialisasi dengan masyarakat: Mengadakan kampanye kesadaran di tingkat komunitas dan orang tua agar mereka memahami pentingnya pendidikan inklusi dan mendukung pelaksanaannya.

· Kolaborasi dengan ahli inklusi: Mengundang pakar atau lembaga yang berpengalaman di bidang pendidikan inklusi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru.

5. Pengembangan Modul dan Sumber Daya Inklusif

Salah satu tantangan dalam pendidikan inklusi adalah ketersediaan bahan ajar yang relevan. Strategi ini bisa mencakup:

· Pengembangan modul ajar inklusi: Menyusun bahan ajar yang disesuaikan untuk pendidikan inklusi, yang mencakup pembelajaran adaptif sesuai kebutuhan ABK.

· Pemanfaatan teknologi: Menggunakan teknologi pendidikan untuk memperkaya pembelajaran ABK, seperti aplikasi interaktif, video pembelajaran, dan alat bantu belajar khusus.

6. Penguatan Kepemimpinan Sekolah

Kepala sekolah memiliki peran kunci dalam mendukung guru dan memastikan lingkungan yang inklusif. Pengembangan kompetensi ini juga mencakup:

· Pelatihan manajemen inklusi bagi kepala sekolah: Meningkatkan pemahaman kepala sekolah tentang bagaimana memfasilitasi pendidikan inklusi, mulai dari kebijakan sekolah hingga pengelolaan fasilitas.

· Penetapan kebijakan sekolah yang mendukung inklusi: Mendorong setiap sekolah untuk memiliki kebijakan yang mendukung penerimaan dan dukungan bagi ABK, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai.

b.Target capaian kinerja

target capaian kinerja untuk program "Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusi melalui Pemanfaatan Komunitas Belajar (Kombel) Kecamatan Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Ogan Ilir." Target ini mencakup berbagai aspek yang dapat diukur selama pelaksanaan program:

Target Capaian Kinerja dalam Pengembangan Kompetensi Guru

· Tahun 1: 50% Kepala Sekolah Dasar di setiap kecamatan telah mengikuti kegiatan sosialisai pendidikan inklusi melalui Kombel.

· Tahun 2: 50 % Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Ogan Ilir mengikuti pelatihan inklusi berbasis Kombel.

· Tahun 3: 100 % Kepala Sekolah Dasar mengikuti Pelatihan pendidikan inklusi .
a. Hambatan proyek perubahanBottom of Form

Dalam proyek perubahan "Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusi melalui Pemanfaatan Komunitas Belajar (Kombel) Kecamatan Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Ogan Ilir," beberapa hambatan potensial dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Berikut adalah beberapa hambatan yang mungkin dihadapi beserta solusinya:

1. Kurangnya Dukungan dari Pemangku Kepentingan

Hambatan: Dukungan dari pihak-pihak seperti kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah daerah mungkin tidak memadai. Tanpa dukungan ini, pelaksanaan program inklusi dan penggunaan Kombel bisa terganggu. 

2. Keterbatasan Sumber Daya

Hambatan: Keterbatasan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia dapat membatasi kemampuan untuk melaksanakan pelatihan, penyediaan materi, dan pengembangan Kombel.

.

3. Resistensi Terhadap Perubahan

Hambatan: Guru dan kepala sekolah mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan dalam metode pengajaran atau pengenalan program inklusi baru.

4. Keterbatasan Pengetahuan dan Kompetensi

Hambatan: Kurangnya pengetahuan atau keterampilan di antara guru dan kepala sekolah mengenai pendidikan inklusi dapat menghambat implementasi yang efektif.

5. Kendala Infrastruktur dan Fasilitas

Hambatan: Sekolah mungkin tidak memiliki infrastruktur atau fasilitas yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusi, seperti aksesibilitas untuk siswa berkebutuhan khusus.

· .

6. Masalah Komunikasi dan Koordinasi

Hambatan: Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara sekolah, Kombel, dan pihak terkait dapat menyebabkan miskomunikasi dan ketidakselarasan dalam pelaksanaan program.

· .

7. Kurangnya Data dan Sistem Evaluasi

Hambatan: Tanpa data yang memadai dan sistem evaluasi yang efektif, sulit untuk memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam program.

8. Perbedaan Kebutuhan dan Ekspektasi

Hambatan: Kebutuhan dan ekspektasi yang berbeda di antara berbagai sekolah atau kecamatan dapat menyulitkan pelaksanaan program secara seragam.

· .

9. Keterbatasan Pengalaman dalam Implementasi Inklusi

Hambatan: Pengalaman dan pemahaman tentang pendidikan inklusi mungkin masih terbatas di kalangan guru dan kepala sekolah, yang dapat menghambat efektivitas program.

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan perbaikan kinerja organisasi

Stelah membuat tahapan kegiatan aksi perubahan Langkah selanjutnya adalah melaksanakan dan mengimplementasikan aksi perubahan peningkatan kualitas pendidikan inklusi melalui pemanfaatan Kombel kecamatan jenjang sekolah dasar kabupaten ogan Ilir melalui tahapan jangka  pendek sebagai berikut : 

1. Menghadap mentor untuk konsultasi dan persetujuan pelaksanaan aksi perubahan dalam pertemuan ini membahas jadwal pelaksanaan implementasi aksi perubahan dan memehon persetujuan mentor, dari hasil konsultasi tersebut mentor menyetujui pelaksanaan aksi perubahan dengan memberikan surat pernyataan persetujuan pelaksanaan aksi perubahan
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Gambar 1.5 konsultasi dengan mentor
2. Menjalin dukungan Stakholders

Untuk menjamin pelaksanaan aksi perubahan serta keberlangsungan/ keberlanjutan aksi perubahan ini projeck leader menjalin dukungan stakeholders baik internal maupun eksternal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir.
Beberapa Stakholders yang memberi dukungan antara lain, Kepala Sekolah, Dewan guru, Orang tua siswa, Organisasi Masyarakat.dan juga didukung oleh Pemerintah Daerah, Bupati Ogan Ilir, Asisisten I, Kepala Bapeda Kabupaten Ogan ilir, Asisisten I, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ogan Ilir
-Bupati Ogan Ilir

Gambar 1.6 Dukungan Aksi Perubahan
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- Sekda Ogan Ilir
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- Asisten I
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- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan
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- Kepala Bappeda 
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- Kepala Dinas Kesehatan
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- Kepala Sekolah
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Orang Tua Siswa
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3. Membentuk Tim aksi perubahan

Dalam membentuk Tim Aksi Perubahan dilaksanakan dengan Menyusun surat Keputusan Tim Efektif sebagai dasar legalitas bagi tim dalam melaksanakan pekerjaan. Surat Keputusan Tim Efektif aksi perubahan dikeluarkan olek Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten ogan Ilir.
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Gambar 1.7 SK Tim Efektif

4. Melaksanakan rapat awal bersama tim aksi perubahan

Rapat Tim efektif dilaksanakan pada bulan September minggu pertama yang dihadiri oleh mentor serta tim administrasi dan tim teknis aksi perubahan, rapat di buka oleh projeck leader selaku kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir. 
Dalam rapat dihasilkan Keputusan:

1. Tim efektif akan mendukung dan melaksanakan aksi perubahan sesuai tugas masing-masing

2. Tim efektif akan melaksanakan pekerjaan berdasarkan tahapan yang sudah di susun

3. Hasil pelaksanaan pekerjaan akan dikoordinasikan kepada project leader untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada mentor
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Gambar 1.8 Rapat Awal bersama Tim Aksi Perubahan 
4. Melaksanakan survei dan analisis untuk menetukan kegiatan sosialisasi  pada minggu kedua September 2024
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Gambar 1.9 Survei Analisis Kegiatan Sosialisasi
5. Membentuk tim pelatih yang terdiri dari ahli pendidikan inklusi dan praktisi berpengalam minggu kedua bulan September 2024
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Gambar 2.0 Membentuk Tim Pengembangan modul
6. Menyusun dan mengembangkan materi serta modul pelatihan yang komprehensip dan relevan dengan kebutuhan guru
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Gambar 2.1 Modul Pelatihan
7. Melaksanakan sosialisasi untuk memperkenalkan program pelatihan kepada guru jenjang dan pemangku kepentingan pada minggu ketiga September 2024
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Gambar 2.2 Sosialisasi Program Pelatihan Pendidikan Inklusi
8. Melaksanakan sosialisasi pendidikan inklusi yamg melibatkan Kepala Sekolah,Guru, orangtua siswa komunitas belajar dan tenaga tehnis lainnya yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 05 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir
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Gambar : Sosialisai Pendidikan Inklusi
B. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini memiliki manfaat antara lain:

       1. Manfaat Terhadap Penyelesaian Masalah:

· Meningkatkan Keterampilan Guru dalam Pendidikan Inklusi: Dengan adanya komunitas belajar (Kombel) di tingkat kecamatan, guru-guru dapat memperoleh pelatihan berkelanjutan, berbagi praktik terbaik, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan pendidikan inklusi. Ini akan membantu mengatasi masalah kurangnya kompetensi guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus.

· Peningkatan Kolaborasi Antar Sekolah: Melalui Kombel, sekolah-sekolah di setiap kecamatan dapat saling berbagi sumber daya dan solusi, sehingga masalah yang dihadapi oleh satu sekolah bisa dipecahkan secara kolektif, mengurangi isolasi dan mempercepat penyelesaian masalah pendidikan inklusi.

· Meningkatkan Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat: Komunitas belajar juga dapat melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan inklusi. Ini akan membantu mengatasi masalah minimnya dukungan keluarga terhadap anak berkebutuhan khusus serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi.

· Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya: Kombel dapat membantu pengelolaan sumber daya pendidikan inklusi menjadi lebih terkoordinasi dan terarah, mengurangi ketidakseimbangan alokasi tenaga pengajar yang kompeten dan sarana pendukung di berbagai kecamatan.

        2. Manfaat dalam Mengantisipasi Perubahan:

· Adaptasi terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi: Dengan terbentuknya komunitas belajar, sekolah dan guru akan lebih siap menghadapi perubahan kebijakan pendidikan inklusi yang mungkin diterapkan pemerintah, karena adanya wadah diskusi dan pembelajaran bersama tentang implementasi kebijakan baru.

· Peningkatan Fleksibilitas Guru: Guru-guru yang terlibat dalam komunitas belajar akan lebih tanggap terhadap perubahan kebutuhan siswa, baik dari segi kurikulum, metode pengajaran, maupun penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini akan membantu mereka lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan inovasi dalam pendidikan.

· Meningkatkan Daya Saing Pendidikan Lokal: Dengan kualitas pendidikan inklusi yang terus meningkat, Kabupaten Ogan Ilir dapat menjadi model bagi wilayah lain dalam hal keberhasilan implementasi pendidikan inklusi, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas secara berkelanjutan.

· Antisipasi Terhadap Perubahan Sosial dan Teknologi: Kombel berperan penting dalam memberikan guru akses terhadap pembelajaran berbasis teknologi serta pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan sosial yang berdampak pada dunia pendidikan, sehingga sekolah lebih siap menghadapi perkembangan dan tuntutan masyarakat global.

C.  Implementasi pengembangan kompetensi  dalam aksi perubahan
 implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan berjudul "Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusi melalui Pemanfaatan Komunitas Belajar Kecamatan Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Ogan Ilir":

1. Analisis Kebutuhan Kompetensi

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh guru dan tenaga pendidikan di jenjang sekolah dasar dalam menerapkan pendidikan inklusi. Tahapan ini meliputi:

· Survey Kebutuhan Guru: Mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus ditingkatkan untuk mendukung pendidikan inklusi.

· Penilaian Terhadap Gap Kompetensi: Mengukur kesenjangan antara kompetensi saat ini dengan kompetensi yang diharapkan.

· Identifikasi Sumberdaya Pelatihan: Menentukan sumber daya yang tersedia di tingkat kecamatan atau kabupaten, seperti pelatih, fasilitator, dan materi pembelajaran.

2. Perencanaan Pengembangan Kompetensi

Setelah kebutuhan kompetensi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merencanakan bagaimana pengembangan kompetensi dilakukan. Tahapan ini meliputi:

· Penyusunan Program Pelatihan: Merancang kurikulum pelatihan yang fokus pada kompetensi kunci untuk pendidikan inklusi, seperti metode pembelajaran inklusi, strategi mengajar anak berkebutuhan khusus, dan teknik komunikasi yang efektif.

· Penentuan Metode Pelatihan: Memanfaatkan pendekatan blended learning, yang memadukan pembelajaran tatap muka dan online untuk memperluas jangkauan serta memudahkan guru-guru yang berada di kecamatan terpencil.

· Penyediaan Fasilitator Berkompeten: Menunjuk fasilitator atau narasumber berpengalaman di bidang pendidikan inklusi untuk mendukung program pelatihan.

3. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Implementasi program pengembangan kompetensi dilakukan melalui:

· Pelatihan dan Workshop di Komunitas Belajar (Kombel): Setiap kecamatan akan menjadi pusat kegiatan pembelajaran dan pelatihan berkelanjutan. Kombel akan menjadi wadah untuk:

· Diskusi Kasus Nyata: Guru-guru dapat berbagi tantangan yang dihadapi dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus dan mencari solusi bersama.

· Simulasi dan Praktik Mengajar Inklusif: Melakukan simulasi kelas inklusif sehingga guru bisa langsung mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari.

· Pemantapan Kompetensi TIK: Meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi untuk mendukung pendidikan inklusi.

· Mentoring dan Coaching: Menyediakan dukungan melalui mentoring oleh guru yang lebih berpengalaman atau tenaga ahli di bidang pendidikan inklusi. Program ini akan membantu guru yang baru memahami dan menerapkan pendekatan inklusif secara efektif.

· Kunjungan Sekolah (School Visit): Mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah yang sudah berhasil menerapkan pendidikan inklusi dengan baik, baik di dalam maupun di luar kabupaten, untuk memberikan pengalaman langsung dan referensi praktis bagi guru.

4. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi

· Penilaian Kinerja Guru: Setiap guru yang telah mengikuti pelatihan akan dievaluasi secara berkala melalui observasi kelas dan umpan balik dari siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah.

· Feedback Loop: Hasil evaluasi kompetensi akan disampaikan kembali kepada guru untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Kombel juga akan menjadi forum untuk evaluasi dan refleksi terhadap efektivitas metode yang digunakan.

· Peningkatan Berkelanjutan: Program pelatihan akan terus diperbarui berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari para peserta, sehingga pengembangan kompetensi tetap relevan dengan kebutuhan pendidikan inklusi yang terus berkembang.

5. Pembentukan Jaringan Dukungan Profesional

· Forum Komunikasi Antar Kecamatan: Mengembangkan jaringan antar komunitas belajar di berbagai kecamatan, sehingga tercipta forum diskusi lintas wilayah. Ini akan memperluas wawasan guru dan memberi kesempatan untuk berbagi solusi inovatif di bidang pendidikan inklusi.

· Akses ke Materi dan Sumber Belajar Berkelanjutan: Menciptakan platform berbasis digital yang memungkinkan guru untuk mengakses materi pelatihan, referensi, dan berbagi sumber daya secara online. Hal ini akan mendukung upaya pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Dengan implementasi pengembangan kompetensi ini, diharapkan akan tercipta peningkatan signifikan dalam kapasitas guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Ogan Ilir.

Untuk mendukung implementasi aksi perubahan ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Aturan-aturan ini memberikan landasan hukum dan panduan operasional untuk memastikan program pendidikan inklusi dan pengembangan kompetensi guru berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

· Pasal 5 Ayat (1) dan (2): Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Khususnya, warga negara dengan kebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan inklusi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

· Relevansi: Aksi perubahan ini berupaya memastikan setiap anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas di Kabupaten Ogan Ilir melalui komunitas belajar yang mendukung pengembangan kompetensi guru.

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

· Pasal 131: Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

· Relevansi: Kombel Kecamatan yang diimplementasikan bertujuan untuk mendukung sekolah-sekolah dasar dalam memenuhi kewajiban ini, dengan memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi guru agar mereka mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai.

3. Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif

· Pasal 3: Satuan pendidikan inklusi wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang layak, mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, serta melatih guru untuk melayani peserta didik berkebutuhan khusus.

· Relevansi: Program ini akan mengembangkan kompetensi guru melalui Kombel sehingga mereka siap memberikan pendidikan inklusi yang lebih baik sesuai dengan pedoman dalam Permendikbud ini.

4. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

· Pasal 3: Proses pembelajaran harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif, serta menghargai perbedaan individu, yang mencakup siswa dengan kebutuhan khusus.

· Relevansi: Pengembangan kompetensi guru melalui Kombel akan membantu para guru menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses ini, sehingga pembelajaran inklusi dapat berjalan sesuai standar nasional.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru

· Pasal 5: Guru diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan.

· Relevansi: Kegiatan pelatihan dalam Kombel Kecamatan berfungsi sebagai bentuk pengembangan profesional guru, yang merupakan kewajiban sesuai Permendikbud ini. Guru akan mendapatkan kesempatan meningkatkan kemampuan mengajar inklusi dan memenuhi tuntutan beban kerja yang sesuai dengan aturan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

· Pasal 4: Pengembangan masyarakat desa, termasuk dalam bidang pendidikan, harus melibatkan semua pihak di desa untuk mencapai kesejahteraan yang merata.

· Relevansi: Melalui Kombel, komunitas di setiap kecamatan termasuk orang tua, masyarakat, dan perangkat desa akan dilibatkan dalam mendukung pendidikan inklusi, sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

7. PermenPAN-RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

· Pasal 11-13: Guru wajib mengikuti kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif untuk memenuhi angka kredit dalam pengembangan karirnya.

· Relevansi: Kegiatan pengembangan kompetensi melalui Kombel ini bisa menjadi bagian dari pengembangan diri yang diakui untuk menambah angka kredit guru, sehingga mereka dapat terus meningkatkan jenjang karir.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pendidikan

· Setiap kabupaten/kota memiliki Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya, termasuk dukungan terhadap pendidikan inklusi.

· Relevansi: Kombel Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir harus selaras dengan peraturan daerah yang berlaku, khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusi di sekolah dasar.

Penjelasan Pentingnya Aturan dalam Aksi Perubahan:

· Kepastian Hukum: Aturan-aturan ini memberikan dasar legal bagi pelaksanaan aksi perubahan sehingga setiap kegiatan dalam Kombel terlaksana sesuai dengan regulasi.

· Standar Implementasi: Aturan ini menetapkan standar yang harus dipenuhi, seperti kualifikasi guru, sarana pendidikan, dan pendekatan inklusi, sehingga Kombel dapat meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan standar nasional.

· Keberlanjutan Program: Aturan juga mengatur tentang kewajiban pengembangan kompetensi guru secara terus-menerus, yang menjadi landasan penting bagi Kombel untuk memberikan pelatihan yang berkelanjutan.
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BAB IV

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

FORMULIR PERSETUJUAN COACH
Nama Peserta  : Rita Isnaini,SE.,M.M

NDH

   : 29

Instansi 
   : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten ogan Ilir
Tabel 3.9 Formulir Persetujuan Coach
	NO
	Judul Aksi Perubahan
	Mata Pelatihan
	Jalur Pembelajaran
	Hubungan dengan Proyek/Aksi Perubahan
	Bukti
	Sumber Pembelajaran

	1
	Peningkatan Kulaitas Pendidikan Inklusi Melalui  Pemanfaatan komunitas Belajar Kecamatan Jrnjang Sekolah Dasar Kabupaten Ogan Ilir
	Hak Asasi Manusia
	Daring dan luring
	Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan inklusi, terutama melalui pemanfaatan Komunitas Belajar (Kombel) di jenjang sekolah dasar di Kabupaten Ogan Ilir. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, yang harus diakses secara setara dan inklusif. Melalui pelatihan dan pemahaman tentang HAM, guru di Kombel dapat lebih memahami pentingnya memperlakukan semua siswa tanpa diskriminasi, menghormati keberagaman, serta memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar. Kombel dapat menjadi platform untuk berbagi praktik terbaik dalam pendidikan inklusi yang berlandaskan HAM, menciptakan kebijakan yang menjamin keadilan bagi semua siswa, serta memperkuat budaya inklusi di sekolah-sekolah dasar. Dengan demikian, penguatan kompetensi guru melalui Kombel yang berorientasi pada HAM berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkualitas.

	1. Akses yang Setara

· Proyek pendidikan inklusi mendukung hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Partisipasi Anak

· Aksi perubahan yang melibatkan siswa berkebutuhan khusus dalam pengambilan keputusan mencerminkan hak mereka untuk didengar dan berpartisipasi dalam proses yang memengaruhi hidup mereka.

3. Pemberdayaan Komunitas

· Proyek yang mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya pendidikan inklusi meningkatkan kesadaran dan dukungan komunitas terhadap hak asasi manusia.

4. Pendidikan yang Inklusif

· Pendidikan inklusi berfungsi untuk memenuhi hak pendidikan yang berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas.

5. Penghapusan Stigma

· Aksi perubahan yang fokus pada pengurangan stigma terhadap anak berkebutuhan khusus membantu melindungi hak mereka untuk dihormati dan diterima di masyarakat.

6. Kesempatan yang Sama

· Proyek yang menyediakan sumber daya dan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

7. Advokasi Kebijakan

· Aksi perubahan yang mendorong kebijakan pendidikan yang inklusif berkontribusi pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat sistem pendidikan.


	Modul Wawasan Kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan integritas



	
	
	Manajemen perubahan sektor publik
	Daring dan luring
	Aksi perubahan peningkatan kualitas pendidikan inklusi melalui pemanfaatan Komunitas Belajar (Kombel) Kecamatan di jenjang sekolah dasar Kabupaten Ogan Ilir memiliki hubungan kuat dengan manajemen perubahan sektor publik. Aksi ini mendorong perubahan budaya organisasi dalam pendidikan, dengan fokus pada penghormatan terhadap perbedaan dan kebutuhan siswa. Pengelolaan stakeholder melalui kolaborasi dan komunikasi efektif menjadi kunci keberhasilan, sementara penyesuaian kebijakan dan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan inklusif memastikan keberlanjutan perubahan. Proses pemantauan dan evaluasi juga sejalan dengan prinsip manajemen perubahan, yang menekankan pentingnya transformasi struktural dan sistematis untuk mendukung pendidikan inklusi yang berkelanjutan dan adi

	Peningkatan Kualitas Layanan

· Proyek yang menerapkan manajemen perubahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, sehingga hasil yang lebih baik dapat dicapai dalam pendidikan inklusi.

2. Pelibatan Stakeholder

· Aksi perubahan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan komunitas, mencerminkan prinsip manajemen perubahan yang menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi.

3. Adaptasi Terhadap Kebijakan Baru

· Proyek yang merespons kebijakan pemerintah baru dalam pendidikan inklusi menunjukkan bagaimana manajemen perubahan membantu organisasi publik beradaptasi dengan regulasi yang berubah.

4. Peningkatan Kompetensi SDM

· Aksi perubahan yang berfokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf publik memperkuat kapasitas mereka untuk mengimplementasikan pendidikan inklusi secara efektif.

5. Evaluasi dan Umpan Balik

· Proyek yang menerapkan mekanisme evaluasi dan umpan balik secara berkala menunjukkan komitmen terhadap manajemen perubahan yang berkelanjutan dan perbaikan berkelanjutan dalam layanan publik.

6. Budaya Inovasi

· Aksi perubahan yang mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pendekatan pendidikan inklusi membantu menciptakan budaya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

7. Pengelolaan Sumber Daya

· Proyek yang efisien dalam pengelolaan sumber daya, termasuk alokasi anggaran dan penggunaan teknologi, mencerminkan prinsip-prinsip manajemen perubahan yang efektif dalam sektor publik.

8. Komunikasi Transparan

· Aksi perubahan yang menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dengan masyarakat memperkuat hubungan antara lembaga publik dan warga, sesuai dengan prinsip manajemen perubahan yang baik.

%20Kualitas,perubahan%20yang%20baik.
	Modul

Manajemen perubahan sektor publik

	
	
	Standar kinerja pelayanan

	Daring dan luring
	Peningkatan kualitas pendidikan inklusi melalui pemanfaatan Komunitas Belajar (Kombel) Kecamatan di jenjang sekolah dasar Kabupaten Ogan Ilir berkaitan erat dengan standar kinerja pelayanan. Kombel membantu meningkatkan kompetensi guru dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus, sehingga mendukung pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Selain itu, Kombel memastikan akses setara bagi semua siswa, memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, dan mendorong evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan keterlibatan aktif stakeholder, Kombel berperan penting dalam mewujudkan standar pelayanan pendidikan yang lebih responsif dan adil


	1. Penetapan Standar yang Jelas

· Proyek yang merumuskan standar kinerja pelayanan dalam pendidikan inklusi memberikan pedoman yang jelas untuk semua staf dalam melaksanakan tugas mereka.

2. Pengukuran Kualitas Pelayanan

· Aksi perubahan yang menggunakan indikator untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan inklusi menunjukkan bagaimana standar kinerja membantu dalam menilai efektivitas program.

3. Umpan Balik dari Pengguna Layanan

· Proyek yang mengumpulkan umpan balik dari siswa dan orang tua mengenai pengalaman mereka dengan layanan pendidikan mencerminkan komitmen untuk memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

4. Pelatihan untuk Peningkatan Kinerja

· Aksi perubahan yang menyediakan pelatihan untuk staf agar sesuai dengan standar kinerja pelayanan menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi.

5. Evaluasi dan Audit Internal

· Proyek yang melakukan evaluasi rutin terhadap pelayanan pendidikan untuk memastikan kesesuaian dengan standar kinerja mencerminkan praktik manajemen yang baik.

6. Akuntabilitas

· Aksi perubahan yang menetapkan mekanisme akuntabilitas bagi penyedia layanan pendidikan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam memenuhi standar kinerja.

7. Peningkatan Berbasis Data

· Proyek yang menggunakan data untuk menganalisis kinerja layanan dan menyesuaikan strategi untuk memenuhi standar menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

8. Komunikasi yang Jelas

· Aksi perubahan yang menyampaikan standar kinerja pelayanan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk siswa dan orang tua, membantu membangun kepercayaan dan transparansi.


	Modul 

Standar kinerja pelayanan



	
	
	Pengawasan berbasis resiko
	Daring dan luring
	Jika  aksi perubahan eningkatan kualitas pendidikan inklusi tidak dilaksanakan, berbagai konsekuensi serius dapat terjadi. Pertama, kualitas pengajaran akan menurun karena guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus, yang mengakibatkan pengalaman belajar yang buruk. Selain itu, siswa dengan kebutuhan khusus mungkin merasa terabaikan, sehingga tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk berkembang secara akademis, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat partisipasi mereka di sekolah. Kurangnya pelatihan juga dapat menghambat keterlibatan orang tua dan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusi, sehingga melemahkan kerjasama yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Terakhir, ketidakpahaman tentang pendidikan inklusi dapat memperburuk stigma dan diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus, menciptakan suasana yang kurang ramah dan inklusif. Secara keseluruhan, situasi ini dapat berdampak negatif pada perkembangan pendidikan di wilayah tersebut.
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	. Identifikasi Risiko

· Proyek yang melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi tantangan dalam penerapan pendidikan inklusi menunjukkan pendekatan proaktif dalam manajemen risiko.

2. Rencana Mitigasi

· Aksi perubahan yang menyusun rencana mitigasi untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi mencerminkan komitmen untuk meminimalkan dampak negatif pada kualitas pendidikan.

3. Pengawasan dan Evaluasi

· Proyek yang menerapkan mekanisme pengawasan untuk menilai risiko secara berkala membantu dalam menyesuaikan strategi dan memastikan keberhasilan pendidikan inklusi.

4. Keterlibatan Stakeholder

· Aksi perubahan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses manajemen risiko meningkatkan kesadaran dan respons terhadap tantangan yang mungkin dihadapi.

5. Peningkatan Kapasitas

· Proyek yang menyediakan pelatihan tentang manajemen risiko bagi staf membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola situasi yang berpotensi merugikan.

6. Perencanaan Kontinjensi

· Aksi perubahan yang memiliki rencana kontinjensi untuk situasi darurat menunjukkan kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian dan menjaga kelangsungan pendidikan inklusi.

7. Penggunaan Data untuk Keputusan

· Proyek yang menggunakan data untuk menganalisis risiko dan dampaknya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti.

8. Komunikasi Risiko

· Aksi perubahan yang menetapkan saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait risiko kepada semua pemangku kepentingan meningkatkan transparansi dan kerjasama.

Dengan bukti-bukti ini, jelas bahwa proyek atau aksi perubahan terkait ma


	Modul Manajemen resiko


BAB V

DESIMENASI PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

1. Penerapan strategi komunikasi

Desiminasi dan Publikasi Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusi melalui Pemanfaatan Komunitas Belajar Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Ogan Ilir.
Desiminasi dan publikasi adalah aspek penting dalam memastikan bahwa aksi perubahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi melalui Komunitas Belajar (Kombel) Kecamatan di jenjang sekolah dasar di Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan baik dan memperoleh dukungan maksimal. Proses ini melibatkan penyebarluasan informasi yang efektif kepada semua pihak terkait dan masyarakat umum, serta memastikan adanya umpan balik untuk penyempurnaan program. Berikut penjelasan rinci mengenai penerapan desiminasi dan publikasi untuk aksi perubahan ini:

1. Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi yang efektif adalah kunci utama dalam desiminasi aksi perubahan. Ini melibatkan:

· Tujuan Utama Program: Menjelaskan secara jelas tentang tujuan dari program peningkatan kualitas pendidikan inklusi, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

· Manfaat Pendidikan Inklusi: Mengedukasi semua pihak mengenai manfaat pendidikan inklusi, seperti peningkatan kesempatan belajar yang setara, pengembangan keterampilan sosial siswa, dan pembentukan lingkungan sekolah yang lebih mendukung keberagaman.

· Peran Kombel: Menguraikan bagaimana Kombel akan berfungsi dalam meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, kolaborasi, dan berbagi praktik terbaik di tingkat kecamatan.

2. Penggunaan Media yang Beragam

Penggunaan media yang tepat membantu menyebarluaskan informasi secara efektif ke audiens yang berbeda:

· Media Sosial: Platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Konten yang dibagikan dapat berupa update program, foto kegiatan, video testimoni, dan infografis tentang kemajuan dan pencapaian program.

· Website Resmi: Menyediakan informasi lengkap mengenai program, termasuk laporan kemajuan, dokumen penting, dan materi pelatihan di website resmi Dinas Pendidikan atau portal khusus. Website juga bisa menjadi pusat sumber daya yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

· Media Cetak dan Elektronik: Menyebarluaskan rilis pers, artikel di surat kabar lokal, dan siaran berita di televisi atau radio untuk mencapai audiens yang mungkin tidak aktif di platform digital. Media ini membantu menjangkau masyarakat umum dan memperluas jangkauan pesan.

3. Kegiatan Publikasi

Melakukan berbagai kegiatan publikasi untuk memastikan bahwa informasi tentang program mencapai seluruh audiens:

· Konferensi Pers: Mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan peluncuran program, kemajuan yang telah dicapai, dan pencapaian penting. Kegiatan ini memungkinkan interaksi langsung dengan media dan publik serta memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan.

· Seminar dan Lokakarya: Menyelenggarakan seminar atau lokakarya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas implementasi program secara mendalam. Kegiatan ini juga dapat berfungsi sebagai forum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta membangun jaringan dukungan.

· Buletin dan Laporan Berkala: Menerbitkan buletin atau laporan berkala yang merangkum kegiatan, pencapaian, dan rencana ke depan. Publikasi ini dapat dikirimkan melalui email, dibagikan di sekolah, atau diposting di website untuk memastikan akses yang luas.

4. Keterlibatan Stakeholder

Mengikutsertakan stakeholder dalam proses komunikasi sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan masukan:

· Pertemuan dengan Guru dan Kepala Sekolah: Mengadakan pertemuan rutin dengan guru dan kepala sekolah untuk memberikan update tentang program, membahas tantangan yang dihadapi, dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Pertemuan ini juga bisa digunakan untuk memberikan pelatihan tambahan dan berbagi praktik terbaik.

· Sosialisasi dengan Orang Tua: Mengadakan sesi sosialisasi untuk menjelaskan manfaat dan implementasi program kepada orang tua siswa. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan orang tua, surat pemberitahuan, atau forum diskusi di sekolah.

· Kolaborasi dengan Media: Bekerja sama dengan media lokal untuk mendapatkan liputan tentang program. Media dapat membantu memperluas jangkauan pesan dan meningkatkan kesadaran publik mengenai inisiatif pendidikan inklusi.

5. Pengumpulan Umpan Balik

Mengumpulkan umpan balik dari semua pihak untuk evaluasi dan perbaikan program:

· Survei dan Kuesioner: Menggunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan pendapat dan masukan dari guru, orang tua, dan siswa mengenai program. Data yang diperoleh dapat memberikan wawasan tentang efektivitas program dan area yang perlu diperbaiki.

· Forum Diskusi: Mengadakan forum diskusi terbuka untuk mendengarkan pengalaman dan saran dari berbagai pihak. Forum ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk berbagi pendapat dan memberikan masukan yang konstruktif.

6. Evaluasi dan Penyesuaian

Melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi desiminasi dan publikasi secara berkala:

· Analisis Jangkauan dan Dampak: Menilai sejauh mana informasi telah diterima dan dipahami oleh audiens target. Ini melibatkan analisis data dari media sosial, survei, dan umpan balik untuk menilai dampak komunikasi terhadap dukungan dan partisipasi.

· Penyesuaian Strategi: Berdasarkan hasil evaluasi, menyesuaikan strategi komunikasi untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas. Ini mungkin mencakup perubahan dalam saluran media, penyampaian pesan, atau metode publikasi.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif untuk desiminasi dan publikasi, aksi perubahan ini dapat memperoleh dukungan yang luas dan memastikan bahwa semua pihak memahami manfaat dan tujuan dari peningkatan kualitas pendidikan inklusi di Kabupaten Ogan Ilir.Top of Form
Keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusi Melalui Pemanfatan Komunitas Belajar Kecamatan Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Ogan Ilir tidak terlepas dari peran mentor dan stakeholder yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,Kerjasama dan komunikasi yang aktif akan menjadi kunci dari keberhasilan penerapan aksi perubahan ini.disampni itu kekompakan semua komponen yang terlibat dalam proses pelaksanaan aksi perubahan ini juga menjadi factor utama dalam keberhasilan proyek . pelaksanaan keberhasilan aksi perubahan ini dapat di gambarkan dalam  skema  kerja tim di bawah ini :
Tabel . 3.10   Rancangan dan Tehnik Komunikasi

	No
	Tahapan dan uraian kegiatan
	Stakholders
	Tehnik Komunikasi

	1
	Membentuk tim efektif
	Kepala Dinas
	Koordinasi

	2
	Melaksanakan rapat tim efektif
	Tim efektif
	Diskusi

	3
	Melakukan survey dan analisis untuk mentukan kebutuhan sosialisai 
	Guru, Kepala Sekolah
	Diskusi

	4
	Membentuk tim pengembangan modul pelatihan
	Guru,Kepala Sekolah
	Diskusi

	5
	Sosialisi program pelatihan 
	Guru,kepala Sekolah dan tenaga pendidik lainnya.
	Sosialisasi


2. Keberhasilan mendapatkan dukungan adopsi /repleksi aksi perubahan.
BAB VI
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Untuk memastikan keberlanjutan aksi perubahan dalam peningkatan kualitas pendidikan inklusi melalui pemanfaatan Komunitas Belajar Kecamatan di jenjang sekolah dasar Kabupaten Ogan Ilir, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, dukungan dari mentor sangat penting untuk memberikan panduan teknis dan konsultasi strategis. Mentor akan membantu tim pelaksana dalam merumuskan strategi jangka panjang, mengelola risiko, dan memberikan motivasi untuk mengatasi tantangan. Selain itu, dukungan dari stakeholder seperti Dinas Pendidikan, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat harus diperoleh untuk menjamin keberlanjutan program. Dinas Pendidikan harus menyediakan anggaran, kebijakan, dan regulasi yang mendukung, sementara sekolah dan guru perlu terlibat aktif dalam pelatihan dan penerapan program. Orang tua dan masyarakat juga harus diberi pemahaman dan dorongan untuk berpartisipasi.

Rencana tindak lanjut aksi perubahan harus disampaikan secara efektif kepada stakeholder. Ini melibatkan penyusunan dokumen rencana yang mencakup langkah-langkah, jadwal, tanggung jawab, dan indikator keberhasilan. Dokumen ini harus dibagikan melalui berbagai saluran komunikasi, dan presentasi serta diskusi dengan stakeholder harus dilakukan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Setelah rencana disetujui, kolaborasi dan komitmen dari stakeholder perlu dibangun untuk memastikan pelaksanaan program yang sukses. Ini termasuk penandatanganan perjanjian atau nota kesepahaman dan menjelaskan peran serta kontribusi masing-masing pihak.

Penetapan sasaran kerja pegawai yang terlibat dalam program harus dilakukan dengan cermat. Sasaran kerja harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART), serta mencakup tanggung jawab individu dalam pelaksanaan dan pemantauan program. Sasaran ini perlu diintegrasikan dalam sistem evaluasi kinerja pegawai untuk memastikan pencapaian sasaran diukur dan diperhitungkan.

Terakhir, pelaksanaan dan monitoring program harus dilakukan secara berkala. Pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program penting untuk memastikan pencapaian sasaran dan mengidentifikasi masalah secara dini. Evaluasi rutin harus dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak program, dengan penyesuaian strategi jika diperlukan untuk meningkatkan hasil dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, aksi perubahan dapat dijalankan dengan efektif, memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kualitas pendidikan inklusi di Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pelaksanaan pengembangan potensi diri adalah proses menyeluruh yang bertujuan untuk mengenali dan memaksimalkan kemampuan serta keahlian individu sehingga dapat mencapai hasil terbaik dalam kehidupan pribadi dan profesional. Proses ini terdiri dari beberapa langkah krusial yang saling terkait, masing-masing memegang peranan penting dalam membentuk perjalanan pengembangan diri yang efektif.

1. Identifikasi Potensi dan Kekuatan
Langkah pertama dalam pengembangan potensi diri adalah melakukan identifikasi terhadap potensi dan kekuatan pribadi. Ini dimulai dengan evaluasi diri yang mendalam untuk memahami aspek-aspek utama dari diri sendiri, seperti kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai yang diyakini. Proses ini sering kali melibatkan refleksi diri, di mana individu merenungkan pengalaman dan keterampilan yang mereka miliki serta umpan balik yang diterima dari orang lain. Alat penilaian seperti tes kepribadian atau penilaian keterampilan dapat membantu memberikan wawasan yang lebih objektif. Selanjutnya, penting untuk mengenali minat dan bakat alami. Minat ini sering kali muncul dari kegiatan yang disukai dan di mana individu merasa paling nyaman dan kompeten. Pengakuan terhadap bakat ini dapat memberikan petunjuk penting mengenai arah pengembangan diri yang paling sesuai.

2. Penetapan Tujuan
Setelah potensi diri diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan ini harus memenuhi kriteria SMART—spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Penetapan tujuan yang tepat memberikan arah dan fokus yang jelas dalam proses pengembangan diri. Tujuan jangka pendek dan panjang harus dirumuskan dengan rinci, diikuti dengan pembuatan rencana aksi yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Rencana aksi ini termasuk penetapan waktu untuk setiap tahap, sumber daya yang dibutuhkan, dan strategi untuk mengatasi kemungkinan hambatan.
3. Pengembangan Keterampilan dan Pengetahuan
Dengan tujuan yang telah ditetapkan, individu kemudian harus fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapainya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk mengikuti pelatihan, kursus, atau program pendidikan yang relevan. Pendidikan formal atau informal dalam bentuk workshop, seminar, atau pelatihan khusus dapat memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang diperlukan. Selain itu, pembelajaran berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga keterampilan tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru di bidang yang diminati. Berkomitmen untuk terus belajar, baik melalui literatur terbaru, mengikuti tren industri, atau bergabung dengan komunitas profesional, akan membantu dalam mempertajam kemampuan dan relevansi.

4. Pengalaman Praktis
Penerapan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata adalah langkah penting dalam proses pengembangan potensi diri. Pengalaman praktis dapat diperoleh melalui proyek pribadi, pekerjaan sukarela, atau tugas-tugas yang relevan dengan bidang yang diminati. Pengalaman ini tidak hanya memungkinkan individu untuk menguji dan menerapkan keterampilan yang telah dipelajari, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menghadapi tantangan nyata, mengatasi masalah, dan belajar dari kesalahan. Selain itu, mencari bimbingan atau mentoring dari seseorang yang berpengalaman di bidang tersebut dapat memberikan wawasan dan umpan balik yang berharga, serta dukungan dalam menghadapi tantangan.

5. Evaluasi dan Penyesuaian
Evaluasi berkala terhadap kemajuan yang dicapai adalah langkah penting dalam proses pengembangan diri. Individu harus secara rutin meninjau pencapaian mereka terhadap tujuan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menentukan area yang membutuhkan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, penyesuaian rencana aksi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap relevan dan efektif. Penyesuaian ini melibatkan modifikasi tujuan jika perlu, serta pengembangan strategi baru untuk mengatasi tantangan yang muncul.

6. Pembangunan Jaringan
Pembangunan jaringan atau koneksi profesional memainkan peranan penting dalam pengembangan potensi diri. Membangun dan menjaga hubungan dengan individu yang dapat mendukung perkembangan karir dan pribadi—seperti kolega, mentor, atau anggota komunitas profesional—dapat memberikan peluang berharga untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan. Kolaborasi dengan orang lain juga memungkinkan individu untuk belajar dari perspektif yang berbeda dan memperluas wawasan mereka.

7. Pengelolaan Stres dan Keseimbangan Hidup
Aspek penting dari pengembangan potensi diri adalah pengelolaan stres dan menjaga keseimbangan hidup. Kesehatan mental dan fisik yang baik adalah dasar untuk produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Individu harus mempraktikkan teknik manajemen stres, seperti meditasi, olahraga teratur, dan cukup tidur, untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kelelahan. Selain itu, penting untuk meluangkan waktu untuk kegiatan yang menyenangkan dan relaksasi, agar keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tetap terjaga.

 BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aksi perubahan yang berjudul "Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusi melalui Pemanfaatan Komunitas Belajar Kecamatan Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Ogan Ilir" bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi dengan memanfaatkan potensi komunitas belajar di tingkat kecamatan. Kesimpulan dari pelaksanaan aksi perubahan ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Optimalisasi Komunitas Belajar: Pemanfaatan komunitas belajar di tingkat kecamatan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusi. Komunitas ini menyediakan platform bagi guru, orang tua, dan pihak-pihak terkait untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi dalam mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Melalui kolaborasi dan dukungan kolektif, komunitas belajar memfasilitasi pembelajaran yang lebih inklusif dan adaptif sesuai kebutuhan siswa.

2. Peningkatan Kompetensi Guru: Salah satu hasil utama dari aksi ini adalah peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan inklusi. Melalui pelatihan, workshop, dan berbagi praktik terbaik di komunitas belajar, guru-guru mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam mengajar dan mendukung siswa dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan.

3. Keterlibatan Stakeholder: Aksi ini juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Partisipasi aktif dari semua pihak dalam komunitas belajar memperkuat upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung keberhasilan siswa.

4. Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan: Proses evaluasi berkala yang dilakukan selama pelaksanaan aksi menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan, masih ada area yang memerlukan perbaikan. Penyesuaian rencana dan strategi diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memastikan keberlanjutan serta efektivitas program dalam jangka panjang.

5. Manfaat Kesejahteraan Siswa: Dengan meningkatnya kualitas pendidikan inklusi, siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses yang lebih baik ke pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan akademis dan sosial mereka, serta mendukung integrasi mereka dalam lingkungan sekolah yang lebih inklusif.
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